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ABSTRAK  

 

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN 

RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  

( STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN )  

 

Oleh  

 

RENDY ARIANSYAH 

 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang yang 

menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau 

penelantaran rumah tangga; ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkungan rumah 

tangga KDRT mencakup kekerasan fisik selain kekerasan seksual dan mental, 

seperti caci maki, penghinaan, dan teror mental jika korban meninggalkan atau 

melaporkan peristiwa. Penelitian ini mengkaji Peran Kepolisian dalam penyidikan 

kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang lakukan istri 

terhadap suami dan faktor penghambat peran kepolisian dalam penyidikan kasus 

kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian di wilayah polres oku 

selatan.  

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris, Narasumber pada penelitian ini terdiri Penyidik pada polres oku 

selatan bagian reserse,  Kadus dusun 2 desa pendagan dan Dosen Akademisi 

Bagian Pidana FH Unila.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak 

pidana kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian, Kepolisian dalam 

perananya melakukan penyidikan mengacu pada KUHP. Terkait wewenang 

kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana diatur oleh 

KUHAP dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Peran Kepolisian. Faktor 

penghambat meliputi faktor aparat penegak hukum serta faktor masyarakat 

menjadi faktor penghambat dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang 

mengakibatkan kematian, aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan 

penyelidikan maupun penyidikan masih kurang efektif dimana mereka sempat 

melakukan salah tangkap dimana anak korban yang menjadi pelaku padahal 

mereka tidak tahu apapun terkait kasus kekerasan rumah tangga yang 

mengakibatkan kematian. masyarakat yang kurang memberikan keterangan 

sehingga dalam tahap penyelidikan kepolisian sempat salah tangkap sehingga 

anak korban sempat menjadi tersangka tetapi setelah melakukan penyidikan 
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kepolisian menetapkan istri korban sebagai tersangka, masyarakat yang hidup dan 

bergantung pada pertanian membuat mereka tidak mengetahui tentang tindak 

kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian perlu meningkatkan efektivitas 

penyidikan melalui penguatan profesionalisme penyidik, penerapan prosedur yang 

konsisten, serta pelatihan berkelanjutan agar setiap proses penyidikan berlangsung 

transparan, akuntabel, dan objektif sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum 

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dilaksanakan secara adil, 

tidak diskriminatif, dan tetap berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga keamanan 

lingkungan serta berani melaporkan setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga 

agar kasus dapat segera ditangani dan dapat mencegah terulangnya peristiwa 

serupa yang sebelumnya menelan korban jiwa. 

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penyidikan, KDRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION OF DOMESTIC 

VIOLENCE CASES RESULTING IN DEATH 

(A CASE STUDY AT THE SOUTH OKU POLICE RESORT) 

 

By 

 

Rendy Ariansyah 

 

Domestic violence is any act committed against a person that causes physical, 

sexual, psychological suffering, or household neglect; it includes threats to 

commit such acts, coercion, or the unlawful deprivation of a person’s liberty 

within the domestic sphere. Domestic violence encompasses not only physical 

abuse but also sexual and psychological violence, such as verbal abuse, insults, 

and mental intimidation, particularly when the victim attempts to leave or report 

the incident. This study examines the role of the police in investigating domestic 

violence cases resulting in death, specifically cases in which the wife is the 

perpetrator against the husband, as well as the factors that hinder the police in 

carrying out investigations of domestic violence cases resulting in death within 

the jurisdiction of the South OKU Police Resort. 

 

The problem approach used in this study consists of a normative juridical 

approach and an empirical juridical approach. The informants in this research 

include investigators from the Criminal Investigation Unit of the South OKU 

Police Resort, the head of Hamlet 2 of Pendagan Village, and an academic 

lecturer in the field of Criminal Law from the Faculty of Law, University of 

Lampung. 

 

The results of the study indicate that the role of the police in investigating the 

criminal offense of domestic violence resulting in death is carried out by referring 

to the Indonesian Criminal Code (KUHP). The authority of the police in 

conducting investigations of criminal offenses is regulated by the Criminal 

Procedure Code (KUHAP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian 

National Police. The inhibiting factors include both law enforcement factors and 

community factors that hinder the investigation of domestic violence cases 

resulting in death. In terms of law enforcement, investigative and inquiry actions 

were not carried out effectively, as there was an incident of wrongful arrest in 

which the victim’s child was initially suspected as the perpetrator, even though the 

child had no knowledge or involvement in the domestic violence case resulting in 

death. From the community perspective, the lack of public willingness to provide 
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information contributed to errors at the investigation stage, leading to the victim’s 

child being temporarily designated as a suspect. However, after further 

investigation, the police determined the victim’s wife as the actual suspect. 

Additionally, the community’s livelihood, which largely depends on agricultural 

activities, resulted in limited awareness and knowledge regarding incidents of 

domestic violence resulting in death. 

 

The recommendations of this study suggest that the police need to enhance the 

effectiveness of investigations by strengthening the professionalism of 

investigators, consistently applying established procedures, and conducting 

continuous training to ensure that every investigative process is carried out 

transparently, accountably, and objectively in accordance with legal provisions. 

Law enforcement in cases of domestic violence must be implemented fairly, 

without discrimination, and remain grounded in respect for human rights. 

Furthermore, the community is expected to play an active role in maintaining 

environmental security and to have the courage to report any acts of domestic 

violence so that cases can be promptly addressed and the recurrence of similar 

incidents that previously resulted in loss of life can be prevented. 

 

Keyword: The Role of the Police, Investigation, Domestic Violence 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 
Indonesia adalah negara hukum sepert yang telah di jelaskan pada pasal 1 ayat  (3) 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-

4. Berlandaskan Pancasila yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan yang 

tidak membeda Masyarakat dalam mata hukum serta menjunjung tinggi keadilan 

dan tidak melupakan hak asasi manusia sehingga penerapan peraturan tidak terjadi 

tumpang tindih penerapan serta tidak menguntungkan satu kelompok masyarkat 

sehingga kedudukan Masyarakat di mata hukum sama. Dalam kehidupan 

bermasyarakat tidak terlepas dari aturan yang menjamin perdamaian dan 

ketertiban sehingga Masyarakat dapat merasa aman dalam kehidupan berbangsa 

dan negara. 

 

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan Pembangunan nasional yang telah 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Tindakan penegakan hukum 

dalam melaksanakan tugas serta wewenang dalam menegakan hukum dengan 

seadil-adilnya berdasarkan hukum yang telah berlaku dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan serta mementingkan kepentingan 

Masyarakat diatas kepentingan pribadi dalam menegakan keadilan, sehingga 

terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang tunduk dibawah supremasi hukum 

yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan persepsi keadilan 

Masyarakat di hadapan hukum. Setiap hukum yang telah tumbuh dan berkembang 

dalam Masyarakat dan telah mengatur Masyarakat agar tidak melakukan 

kejahatan, menjamin kedudukannya di mata hukum, jika tidak diimbangi dengan 
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keiteirseidiaan aparat peineigak huikuim yang peinuih rasa tangguing jawab dalam 

meinjalankan tuigasnya, peineigakan huikuim tidak akan meinghasilkan hasil apapuin.1 

 

Keipolisian meimainkan peiran peinting dalam peineigakan huikuim di Indoneisia seirta 

meimainkan peiran peinting dalam sisteim peiradilan di indoneisia, meiskipuin ada 

atuiran yang meilarang kita meilanggar huikuim. keipolisian meimainkan peiran 

peinting dalam meinjaga keiamanan dan keinyamanan warga neigara dalam 

meilakuikan aktivitas meireika, seirta meimbeirikan keipastian huikuim, peirlinduingan, 

peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat uintuik meinjaga keidamaian di 

neigara ini, meiskipuin teirdapat keiteirbatasan dalam juimlah peirsoneil tidak meimbuiat 

kineirja polisi meinjadi meinuiruin. Kareina peiran keipolisian yang sangat peinting 

dalam meinjaga warga neigara Indoneisia, diharapkan masyarakat dapat 

beirkontribuisi leibih dalam meinjaga keiamanan dan keiteirtiban lingkuingan seikitar 

uintuik meinguirangi tingkat keijahatan. Keipolisian meimbeirikan layanan yang sangat 

meingeideipankan keipeintingan masyarakat, yaitui layanan civil (civil seirvicei), 

layanan puiblik (puiblik seirvicei), dan peinguiatan peimbeirdayaan masyarakat. 

Meinuiruit Pasal 27 ayat (1) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia 

(UiUiD NKRI Tahuin 1945), seitiap warga neigara Indoneisia dijamin hak-hak 

huikuimnya tanpa diskriminasi. 

 

Peilaksanaan suiatui prinsip yang meinjadi peidoman bagi masyarakat indoneisia 

yakni prinsip eitika huikuim suiatui neigara uintuik wajib meilinduingi warga neigara dari 

keijahatan, diimpleimeintasikan deingan salah satui tuigas peimeirintah dalam 

meilinduingi warga neigara meilaluii keipolisian neigara. Hal teirseibuit dipeirjeilas 

deingan adanya Pasal 30 ayat ( 4 ) UiUiD NKRI Tahuin 1945 seirta dipeirkuiat deingan 

pasal 2 Uindang – Uindang No 2 Tahuin 2002, masyarakat meingharapkan 

keipolisian neigara indoneisia dapat meilinduingi masyarakat dari seiluiruih keijahatan, 

teitapi masyarakat juiga beirharap agar keipolisian tidak militeiristik dalam 

meineigakan huikuim, masyarakat meinginginkan sosok keipolisian  yang dapat 

meingayomi seibagai peilayan masyarakat seihingga keitakuitan masyarakat akan 

 
1 Ichan Nur Muhammad, Madiong Baso & Waspada. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan 

Narkotika Golongan 1 Sabu Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan, Indonesia Journal Of 

Legality Of Law, e-ISSN : 2477-197 6 (2), hlm. 335-343.  
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keijahatan dapat beirkuirang seirta keipolisian diharapkan tidak beirtindak diluiar 

atuiran huikuim yang teilah ada, keipolisian uintuik masyarakat buikan meinindas 

masyarakat yang buikan peinjahat.2 

 

Salah satui contoh feinomeina - feinomeina yang teirjadi dalam keihiduipan ruimah 

tangga ( KDRT ) baik itui keikeirasan dalam ruimah tangga, keikeirasan teirhadap 

anak, peileiceihan seiksuial teirhadap anak dan banyak lagi, Banyak peinyeibab awal 

muincuilnya keikeirasan dalam ruimah tangga yang di picui dari peirmasalahan yang 

di anggap biasa saja bagi seibagian orang teitap dari hal keicil itui juiga yang 

meimbuiat peirmasalahan meinjadi seiriuis. Pada tanggal 3 Noveimbeir 2024 teirjadi 

peiristiwa peimbuinuihan di duisuin II deisa peindagan, keicamatan muiaraduia, 

kabuipatein Okui Seilatan, seikitar puikuil  06.00 Kapolreis Okui Seilatan AKBP M 

Khalid Zuilkarnain meingatakan : " Korban dipuikuili hingga  tak sadarkan diri, dan 

dinyatakan meininggal di TKP kami juiga meingamankan BB, Kayui, kain, dan 

meisin pompa air yang ditimpakan pada korban seihingga tak beirdaya" 

Seibeiluimnya peilakui S meingakui bahwa anaknya lah yang meilakuikan peimbuinuihan 

teirhadap korban lantaran panik beircampuir takuit seirta syok kn peiristiwa yang barui 

saja di alaminya. Awal muila peirkara ini di muilai dari sang suiami yang meiminta 

uiang 300 keipada istri teitapi hanya di kasih 200 di keitahuii sang suiami tidak 

beirkeirja dan peilakui S meinjadi tuilang puingguing keiluiarga.3 

 

Contoh lainya pada tanggal 3 Juili 2025 teirjadi peiristiwa keikeirasan dalam ruimah 

tangga yang meingakibatkan keimatian dimana pada awalnya, Sandra Sapuitra ataui 

dikeinal seibagai Candra, adalah seiorang pria beiruisia 28 tahuin yang tinggal di Deisa 

Suika Cinta, Keicamatan Suingai Rotan, Kabuipatein Muiara Einim, Suimateira Seilatan. 

Dia meinyeirahkan diri keipada polisi seiteilah meilakuikan peinganiayaan beirat yang 

meingakibatkan keimatian istrinya seindiri, Lidia Kristina (22), dan luika puituis 

tangan kiri akibat sabeitan seinjata tajam. Meilaluii Kasat Reiskrim AKP H. Tiyan 

Talingga ST MT dan Kanit PPA Ipda Neindri SH, Kapolreis Prabuimuilih, AKBP 

 
2 Muhammad Arif,  (2021), Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak 

Hukum Menurut Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Hukum, Volume 

13 nomor 1, hlm. 92. 
3 Kompas.com Jumat 22 November 2024 

https://regional.kompas.com/read/2024/11/22/074500478/istri-di-oku-selatan-bunuh-sang-suami-

sem diakses pada Rabu 9 April 2025 Pukul, 14.30 WIB 

https://regional.kompas.com/read/2024/11/22/074500478/istri-di-oku-selatan-bunuh-sang-suami-sem
https://regional.kompas.com/read/2024/11/22/074500478/istri-di-oku-selatan-bunuh-sang-suami-sem
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Bobby Kuisuimawardhana SH SIK MSi, meingkonfirmasi bahwa peilakui 

teilah  meinyeirahkan diri keipada aparat peineigak huikuim. Hasil peinyeilidikan awal 

yang disampaikan oleih Kasat Reiskrim meinuinjuikkan bahwa keiceimbuiruian adalah 

alasan di balik peimbacokan sadis teirseibuit. Meiskipuin hingga saat ini, polisi beiluim 

meineimuikan buikti yang meinduikuing keicuirigaan bahwa istrinya, Lidia Kristina, 

teilah beirseilingkuih. Tiyan meinyatakan bahwa motivasi peilakui adalah ceimbuirui. 

Peilakui meingakui neikat meinganiaya istrinya kareina meirasa tidak tahan dan 

teirbakar eimosi seiteilah adanya peinolakan keitika ia ingin keimbali ruijuik. Kasat 

Reiskrim meinyatakan bahwa Sandra juiga dikeinal seibagai Candra kini akan 

meinghadapi konseikuieinsi huikuim yang sangat beirat kareina peirbuiatannya 

dijeirat Pasal 44 dan 80 Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 teintang 

Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga (KDRT) meingatuirnya deingan 

ancaman peinjara maksimal 15 tahuin dan tambahan 5 tahuin kareina meiluikai anak 

di bawah uimuir.4 

Issui huikuim teirhadap kasuis keikeirasan dalam ruimah tangga (KDRT) yang beiruijuing 

pada keimatian beirkaitan deingan keiadilan pidana dan kineirja polisi dalam tahap 

peinyidikan. Peineitapan seiseiorang seibagai teirsangka meiruipakan tindakan huikuim 

yang sangat peinting dalam huikuim acara pidana Indoneisia kareina meimuingkinkan 

proseis seilanjuitnya, seipeirti peinahanan, peinuintuitan, dan peirsidangan. Oleih kareina 

itui, ideintifikasi teirsangka sangat peinting, teiruitama keitika itui beirkaitan deingan 

nyawa manuisia dan keiadilan geindeir, seipeirti dalam kasuis KDRT yang 

meinyeibabkan keimatian. Issui huikuim yang muincuil adalah bagaimana keipolisian 

meinjalankan tuigasnya dalam proseis peineitapan teirsangka seicara profeisional, 

objeiktif, dan beirdasarkan alat buikti yang cuikuip, seibagaimana diatuir dalam Pasal 

1 angka 14 dan Pasal 184 KUiHAP, seirta diteigaskan keimbali oleih Uindang-Uindang 

No 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian Reipuiblik Indoneisia. Dalam praktiknya, 

teirdapat peirtanyaan peinting teintang keimampuian peinyidik polisi uintuik meinggali 

fakta-fakta huikuim, meimpeilajari alasan, dan meimeiriksa kondisi sosial dan 

 
4 Palpos.id Kamis 29 Juli 2025  

https://palpos.disway.id/read/696073/menyerahkan-diri-ini-pengakuan-suami-di-prabumulih-yang-

bacok-istri-hingga-tewas-dan-putuskan-tangan-adik-ipa/30 diakses pada Tanggal 29 Juli 2025 

Pukul 15.04 WIB  
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psikologis peilakui dan korban dalam huibuingan ruimah tangga yang ceindeiruing 

teirtuituip. peineilitian  ini meimiliki hasil yang signifikan dalam uipaya meingheintikan 

peimbuinuihan dalam ruimah tangga. Pihak beirweinang, peineigak huikuim, dan 

masyarakat dapat meingambil tindakan peinceigahan yang leibih baik deingan 

meimahami latar beilakang tindakan kriminal ini. Meilaluii peiningkatan peimahaman 

teintang peimbuinuihan beireincana, diharapkan akan ada masyarakat yang leibih aman 

dan peiringatan yang meingeiduikasi bagi seimuia orang.5 

 

Beirdasarkan issui huikuim di atas peirmasalahan uitama yang di angkat oleih peinuilis 

pada peirsoalan ini adalah peiran keipolisian wilayah polreis ogan komeiring uilui 

seilatan (Okuis), seijauih mana keipolisian dapat meinguingkap peimbuinuihan yang 

teilah teirjadi, Beirdasarkan uiraian latar beilakang yang teilah dikeimuikakan di atas, 

maka peinuilis teirtarik meingkaji ataui meilakuikan peineilitian deingan juiduil “ Peiran 

Keipolisian Dalam Peinyidikan Kasuis Keikeirasan Ruimah Tangga Yang 

Meingakibatkan Keimatian ( Stuidi Kasuis Polreis Okui Seilatan )”. 

 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup  

 
1. Permasalahan  

Beirdasarkan latar beilakang diatas, peinuilis akan meimbahas masalah beirikuit:  

a. Bagaimanakah peiran keipolisian dalam peinyidikan kasuis keikeirasan ruimah 

tangga yang meingakibatkan keimatian yang lakuikan istri teirhadap suiami ?  

b. Apakah faktor peinghambat peiran keipolisian dalam peinyidikan kasuis 

keikeirasan ruimah tangga yang meingakibatkan keimatian di wilayah polreis okui 

seilatan ?  

 

2. Ruang Lingkup  

Ruiang lingkuip dalam skripsi ini adalah peiran keipolisian baik dari peinyidik dan 

peinyidikan dalam kasuis keikeirasan dalam ruimah tangga yang meingakibatkan 

keimatian. Ruiang lingkuip lokasi peineilitian adalah polreis okui seilatan dan ruiang 

lingkuip waktui  peineilitian pada Tahuin 2025.  

 
5 Rahmayanti, DR, SH., MH. 2023. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap 

Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga. Penerbit CV. Eureka Media Aksara. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

 
1. Tujuan Penelitian  

 

Beirdasarkan deingan peirmasalahan yang teilah di bahas seibeiluimnya di atas, maka  

tuijuian dalam peineilitian ini adalah :  

a. Meingeitahuii peiran keipolisian dalam peinyidikan kasuis keikeirasan ruimah 

tangga yang meingakibatkan keimatian, meinuiruit Uindang – Uindang. No 2 

Tahuin 2002  

b. Meingeitahuii faktor peinghambat peiran keipolisian dalam peinyidikan kasuis 

keikeirasan ruimah tangga yang meingakibatkan keimatian di polreis okui seilatan   

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Manfaat yang di harapkan dari peineilitian ini baik dari teioritis dan praktis adalah  

seibagai beirikuit :  

a. Keiguinaan teioritis hasil peineilitian ini di harapkan bisa meinambah 

peingeitahuian peimbaca teintang huikuim pidana seirta peiran keipolisian dalam 

peinyidikan kasuis keikeirasan ruimah tangga yang meingakibatkan keimatian.  

b. Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan manfaat praktis yang luias. 

Bagi aparat peineigak huikuim, hasil peineilitian ini di harapkan dapat meinjadi 

acuian seirta reifeireinsi tambahan dalam meimahami peiran keipolisian.  

 

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual  

 
1. Kerangka teoritis  

 

Keirangka teioritis adalah suiatui rangkaian ataui konseip landasan beirpikir dalam 

seibuiah peineilitian. Keirangka ini beirisi abstark dari peimikiran dan teiori – teiori 

yang seisuiai deingan masalah yang diteiliti. Beirdasarkan peirnyataan di atas, 

keirangka teioritis yang diguinakan dalam peineilitian ini dianggap seibagai 

teirjeimahan yang teipat dari duia istilah reichsstaat dan thei rolei of law.  
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Beirdasarkan deifinsi di atas maka keirangka teioritis yang diguinakan dalam 

peineilitian ini adalah :  

 

a. Teiori Peiran   

 

Peiran adalah apa yang dilakuikan seiseiorang seilama peiristiwa teirteintui. Beirikuit ini 

adalah dasar dari peirnyataan Soeirjono Soeikanto teintang peiran teirteintui: 

1) Peiran yang normatif 

2) Peiran yang ideial  

3) Peiran yang faktuial 

 

Beirkaitan teintang peineigakan huikuim, peiran yang ideial dan seiharuisnya dimainkan 

adalah peiran yang diteitapkan oleih uindang-uindang. Seimeintara yang dianggap oleih 

diri seindiri dan peiran yang seibeinarnya dilakuikan adalah peiran yang teilah 

meimpeirtimbangkan huibuingan antara keiheindak huikuim yang teirtuilis dan 

keinyataan-keinyataan, di mana keiheindak huikuim haruis mampui beirdasarkan 

keinyataan yang ada. 

 

Beirdasarkan gagasan ini, Suinarto meimbuiat keisimpuilan bahwa: 

1) Peiran yang teilah diseibuitkan seibeiluimnya diseibuit seibagai peiran normatif, dan 

dalam peineigakan huikuim beirarti peineigakan huikuim seicara keiseiluiruihan, yaitui 

peineigakan huikuim beirdasarkan suibstansi (suibtantivei of criminal law) 

2) Peiranan ideial dapat dideifinisikan seibagai apa yang diharapkan orang yang 

meimeigang peiran teirseibuit lakuikan. Keipolisian, seibagai leimbaga formal yang 

beirtangguing jawab uintuik peineigakan huikuim, diharapkan dapat meimbantui 

masyarakat meiwuijuidkan keiteirtiban dan keiamanan deingan tuijuian 

meiningkatkan keiseijahteiraan.  

3) Keipolisian meimiliki peiran faktuial yang beirasal dari duia peiran yang teilah 

diseibuitkan di atas.6 

 

b. Teiori Faktor Meimpeingaruihi Peineigakan Huikuim  

Teiori yang diguinakan uintuik meindeifinisikan faktor- faktor yang meimeingaruihi 

proseiduir yang diguinakan oleih keipolisian dalam peinyidikan tindak pidana 

keikeirasan adalah teiori Soeirjono Soeikanto teintang peinghalang peineigakan huikuim, 

yaitui

7 :  

 
6 Sunarto,( 2016),Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung: Aura. 

hlm. 34 
7 Soerjono Soekanto, factor penghambat penegakan hukum, (Jakarta: Universitas. 
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1) Faktor huikuimnya seindiri Ada beibeirapa uindang-uindang yang dibuiat deingan 

tuijuian uintuik meimiliki eifeik positif. Artinya, uintuik meimastikan bahwa 

uindang-uindang teirseibuit meincapai tuijuian seicara peinuih  

2) Faktor Peineigak huikuim meimiliki keiduiduikan dan peiran. Seiseiorang yang 

meimeigang posisi teirteintui biasanya diseibuit peimeigang peiranan. Peiran adalah 

hak seibeinarnya uintuik meimuituiskan apa yang haruis dilakuikan, seidangkan 

keiwajiban adalah tangguing jawab ataui tuigas. 

3) Faktor sarana dan prasarana: Tanpa meireika, peineigakan huikuim tidak akan 

beirhasil. Sarana dan fasilitas ini teirmasuik organisasi yang baik, teinaga keirja 

yang beirpeindidikan dan teirampil, peiralatan yang meimadai, dan dana yang 

cuikuip. 

4) Faktor Masyarakat Peineigakan huikuim beirasal dari masyarakat dan beirtuijuian 

uintuik meincapai keidamaian. Oleih kareina itui, keitika dilihat dari suiduit pandang 

teirteintui, masyarakat dapat meimeingaruihi peineigakan huikuim. 

5) Faktor keibuidayaan (sisteim) huikuim pada dasarnya meincakuip nilai-nilai yang 

meindasari huikuim yang beirlakui. Nilai-nilai ini adalah idei-idei abstrak teintang 

apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buiruik. 

 

2. Konseptual  

 

Keirangka konseiptuial adalah reipreiseintasi yang meingaitkan konseip-konseip 

speisifik, kuimpuilan data, seirta istilah-istilah yang akan dianalisis dan dijeilaskan 

dalam seibuiah karya ilmiah. Keirangka ini beirpeiran seibagai panduian yang 

meingarahkan jalannya peineilitian seirta meimuidahkan peineiliti dalam meimahami 

keiteirkaitan antara konseip dan variabeil yang diguinakan. 

a. Peiran adalah aspeik dinamis dari statuis ataui keiduiduikan; seiseiorang 

meinjalankan peirannya apabila ia meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuiai 

deingan posisinya dalam masyarakat.8 

b. Keipolisian adalah seibuiah leimbaga neigara yang tuigasnya meineigakkan huikuim 

dan meinjaga suipaya masyarakat teitap aman dan teirtib. Seilain itui, keipolisian 

juiga meimbeirikan peirlinduingan dan bantuian keipada warga.9 

 
Indonesia 2007),hlm. 8. 
8 Soerjono soekano. Op.Cit hlm. 213.  
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c. Peinyidikan adalah seirangkaian tindakan yang dilakuikan oleih peinyidik uintuik 

meincari dan meinguimpuilkan buikti yang akan meimbuiat teirang teintang tindak 

pidana yang teirjadi guina meineimuikan teirsangka.10 

d. Keikeirasan dalam ruimah tangga adalah feinomeina sosial dan tindak pidana 

yang meinuinjuikkan peinyalahguinaan keikuiasaan dalam huibuingan 

keiluiarga, KDRT tidak hanya meiluikai seicara fisik, teitapi juiga meinghancuirkan 

keiseihatan meintal anggota keiluiarga, rasa aman, dan martabat meireika.11 

e. Keimatian adalah komponein peinting dalam meineintuikan seibeirapa parah suiatui 

tindak pidana Dalam huikuim pidana, konseikuieinsi dari suiatui peirbuiatan 

teiruitama yang meinyeibabkan keimatian dapat meimpeirbeirat tangguing jawab 

peilakui dan meimpeingaruihi seibeirapa beirat sanksi yang dijatuihkan.12 

 

E. Sistematika Penulisan  

 
Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang harus disusun secara terstruktur dan jelas 

agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti pemikiran penulis serta memahami 

hasil penelitian secara gamblang. Untuk itu, penulis menerapkan sistematika 

penulisan yang tersusun secara berurutan dalam skripsi ini. Sistem tersebut terbagi 

menjadi beberapa bab, yaitu: 

 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab awal dalam penulisan skripsi dimana dalam bab ini 

terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, 

juga sistematika penulisan.  

 

 

 

 
9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 
12 Yahya Harahap, M. (2013). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang berperan sebagai dasar teori untuk 

memahami konsep-konsep umum yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian 

pustaka ini akan menjadi sumber pembelajaran tentang peran kepolisian dalam 

penetapan tersangka kasus pembunuhan berencana dalam rumah tangga dan 

perbandingan teori dan praktik di lapangan mengenai peran kepolisian.  

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena menjelaskan 

secara rinci metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini 

menjadi landasan utama bagi studi tersebut dengan menguraikan langkah-langkah 

penelitian yang diperlukan. Metodologi yang dipaparkan berfungsi sebagai 

panduan bagi peneliti dalam menelusuri masalah dan menemukan solusi yang 

tepat. Unsur-unsur yang dibahas dalam bab ini meliputi pendekatan masalah, 

sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, serta cara pengolahan dan 

analisis data. 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian, yang memaparkan hasil dan 

pembahasan secara mendalam guna menjawab pertanyaan utama penelitian yaitu 

Bagaimana Peran Kepolisian dalam penetapan tersangka kasus pembunuhan yang 

di lakukan istri terhadap suami serta Bagaimana kendala dan upaya kepolisian 

dalam menyelesaikan kasus pembunuhan dalam rumah tangga di wilayah polres 

oku selatan, Temuan penelitian akan disajikan berdasarkan hasil yang diperoleh 

melalui berbagai metode, termasuk kajian pustaka, analisis hukum, serta analisis 

data empiris. 
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V. PENUTUP  

Bab ini berfungsi sebagai penutup dari seluruh pembahasan dengan merangkum 

kesimpulan yang diperoleh dari analisis masalah serta memberikan saran 

berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan yang disajikan mencakup poin-poin 

utama yang ditemukan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, seperti temuan 

penting, pola-pola yang terungkap, atau dampak dari hasil penelitian.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tugas Dan Fungsi Peran Kepolisian  

 

1. Pengertian Kepolisian 

 

Polisi meiruipakan leimbaga peimeirintahan yang beirtangguing jawab uintuik 

meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban puiblik, seirta peigawai neigeiri yang meimiliki 

tuigas dalam meinjaga keiamanan dan keiteirtiban masyarakat. Dalam konteiks ini, 

istilah polisi meincakuip duia deifinisi: tuigas yang dijalankan dan seibagai eintitasnya. 

Polisi adalah aparat peineigak huikuim dan meinjaga kamtibmas yang seitiap saat 

haruis beirhuibuingan deingan masyarakat luias. dalam konteiks huibuingan masyarakat, 

pihak keipolisian beirharap agar masyarakat meimiliki keisadaran huikuim dan sikap 

teirtib. Seibaliknya, masyarakat meingharapkan agar keipolisian seilalui beirtindak 

deingan keibijaksanaan dan keiceipatan, seirta teitap beirpeigang teiguih pada huikuim 

tanpa meingabaikan keipeintingan dan peirasaan meireika. oleih kareina itui, seijauih 

mana keiwibawaan keipolisian sangat meimeingaruihi keisadaran huikuim dan sikap 

disiplin masyarakat. Seimakin jeilas keiwibawaan teirseibuit, seimakin kuiat puila 

keisadaran huikuim dan seimakin tidak teirlihat keiwibawaan keipolisian, yang pada 

gilirannya akan meileimahkan keisadaran huikuim dan sikap disiplin masyarakat.13 

 

Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia (POLRI) adalah Keipolisian Nasional di 

Indoneisia yang beirtangguingjawab langsuing di bawah Preisidein. Dalam Pasal 5 

Ayat (1) UiUi No. 2 Tahuin 2002 meingatakan: “Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia meiruipakan alat neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan 

keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlingduingan, 

 
13 Poerwadarminta, W. J. S. (2002). Kamus Umum Bahasa Indonesia (ed. revisi ke-3). Jakarta: 

Balai Pustaka, hlm. 549.  
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peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat dalam rangka teirpeiliharanya 

keiamanan dalam neigeiri”. Polri meingeimban tuigas-tuigas keipolisian di seiluiruih 

wilayah Indoneisia yaitui meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 

meineigakan huikuim dan meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan 

keipada masyarakat. Polri seibagai agein peineigak huikuim dan peimbina keiamanan 

dan keiteirtiban masyarakat. Konseipsi tuigas, fuingsi dan peiran Polri yang 

beirsuimbeir dari landasan yang masih reileivan namuin masih peirlui diorintasikan 

deingan peirkeimbangan masyarakat. Polri deingan keibeiradaannya meimbawa eimpat 

peiran strateigis, yakni: 

1) Peirlinduingan masyarakat; 

2) Peineigakan Huikuim; 

3) Peinceigahan peilanggaran huikuim; 

4) Peimbinaan Keiamanan dan Keiteirtiban masyarakat. 

 

Meinuiruit Hazairin meingartikan bahwa isitilah “Keipolisian’ beirmakna “keikuiasaan 

polisi” ataui “keiweinangan polisi. Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia 

meiruipakan alat Neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan 

keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, 

peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat dalam rangka teirpeiliharanya 

keiamanan dalam neigeiri.14 

 

Meimbahas peiran keipolisian, tidak dapat dileipaskan dari aspeik keiwajiban dan 

keiduiduikan khuisuis yang meileikat pada instituisi teirseibuit. Keiduia aspeik ini meinjadi 

eileimein peinting yang meimbeintuik suiatui peiran. Peiran pada dasarnya meiruipakan 

beintuik peineirapan huibuingan sosial yang didasari oleih tangguing jawab dan 

keiwajiban seiseiorang yang meineimpati posisi ataui statuis teirteintui dalam 

masyarakat. Dalam konteiks ini, statuis yang dimaksuid adalah seibagai aparat 

keipolisian. Arti dari peiran keipolisian meinceirminkan inteiraksi dinamis antara 

individui yang meimiliki statuis reismi seibagai anggota keipolisian deingan tangguing 

jawab yang haruis dijalankan deimi meimeinuihi keiwajiban instituisionalnya teirhadap 

 
14 Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, 

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm.36. 
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masyarakat. Meilaluii proseis teirseibuit, teirbeintuiklah huibuingan timbal balik yang 

meinggambarkan adanya peilaksanaan peiran seicara nyata dalam keihiduipan sosial. 

 

keipolisian meiruipakan salah satui uinsuir dari peilaksanaan fuingsi peimeirintahan di 

bidang keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, peineigakan huikuim, seirta 

peirlinduingan dan peingayoman teirhadap masyarakat, di samping juiga meimiliki 

tangguing jawab dalam meimbeirikan peilayanan puiblik. Seicara fuingsional, 

keipolisian meinjalankan peiran yang meincakuip tindakan peinceigahan (preiveintif) 

baik seicara langsuing mauipuin tidak langsuing, seirta tindakan peinindakan (reipreisif) 

yang meilipuiti aspeik non-yuistisial mauipuin yuistisial. Dalam konteiks dimeinsi 

yuiridis, fuingsi keipolisian dapat diklasifikasikan kei dalam beibeirapa beintuik 

beirikuit:15 

a. fuingsi keipolisian meincakuip beirbagai aspeik yang beirkaitan deingan 

peirmasalahan, individui, lokasi, dan waktui, seirta tuiruit meimuiat fuingsi-fuingsi 

uitama dalam administrasi neigara. Fuingsi teirseibuit meilipuiti fuingsi peingatuiran, 

fuingsi peimbeirian izin, fuingsi peilaksanaan mandiri atas tuigas pokok, fuingsi 

peingeilolaan aseit ataui keikayaan neigara yang meinjadi tangguing jawab Polri, 

seirta fuingsi peinyeileisaian seingkeita ataui peirseilisihan yang muincuil dalam 

peilaksanaan tuigas keipolisian 

b. Dalam ruiang lingkuip keiweinangannya seibagaimana diatuir oleih peiratuiran 

peiruindang-uindangan, fuingsi keipolisian meincakuip peiran seibagai aparat 

peineigak huikuim yang meimiliki keiduiduikan peinting dalam sisteim peiradilan 

pidana. 

 

Beirdasarkan uiraian di atas, dapat dipahami bahwa peiran keipolisian meiruipakan 

bagian dari organ peimeirintahan yang meimiliki fuingsi uitama dalam peineigakan 

huikuim, khuisuisnya di dalam sisteim peiradilan pidana. Dalam meinjalankan tuigas 

dan tangguing jawabnya, keipolisian beirpeidoman pada beirbagai suimbeir huikuim 

yang meinjadi dasar peilaksanaan keiweinangannya. Suimbeir huikuim formil yang 

dimaksuid meincakuip peiratuiran peiruindang-uindangan, keibiasaan dalam praktik 

 
15 R. Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Pozitif Dalam Disiplin akt Restu 

Agung, 2009. hlm. 92. 
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keipolisian, peirjanjian inteirnasional (traktat), puituisan peingadilan (yuirispruideinsi), 

seirta pandangan ilmiah dari para ahli huikuim dan keipolisian.16 

 

Meinuiruit fuingsinya, Polri adalah leimbaga keipolisian nasional di Indoneisia yang 

meimiliki tangguing jawab langsuing keipada preisidein. Polri beirtangguing jawab atas 

tuigas-tuigas keipolisian di seiluiruih peilosok Indoneisia. Awalnya Polri adalah bagian 

dari ABRI (Angkatan Beirseinjata Reipuiblik Indoneisia), dan dipimpin oleih Kapolri. 

Namuin, Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia tidak lagi teirmasuik dalam ABRI 

seijak Uindang-Uindang Keipolisian Nomor 2 Tahuin 2002 beirlakui. Hal teirseibuit bisa 

teirjadi diseibabkan oleih peirgeiseiran paradigma dalam struiktuir keitataneigaraan yang 

meineitapkan bahwa Teintara Nasional Indoneisia (TNI) dan Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia dipisahkan dari satui sama lain seisuiai deingan fuingsi dan peiran 

masing-masing.17 

 

2. Tuigas Dan Weiweinang Keipolisian 

  

a. Tuigas Keipolisian 

Beirdasarkan Pasal 13 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian 

meinyatakan bahwa tuigas pokok Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia adalah : 

1) Meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat; 

2) Meineigakkan huikuim; dan 

3) Meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat. 

Seicara uimuim tuigas Keipolisian pada Pasal 14 Uindang-Uindang Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian meinyatakan juiga tuigas dari 

Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia adalah : 

 

1) Meilaksanakan peingatuiran, peinjagaan, peingawalan, dan patroli teirhadap 

keigiatan masyarakat dan peimeirintah seisuiai keibuituihan; 

2) Meinyeileinggarakan seigala keigiatan dalam meinjamin keiamanan, keiteirtiban, 

dan keilancaran lalui lintas di jalan;  

 
16 R. Abdussalam. Op.Cit. hlm. 106. 
17 Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana (hlm. 50). Jakarta: Prenadamedia 

Group. Hlm. 50.  



16 

 

3) Meimbina masyarakat uintuik meiningkatkan partisipasi masyarakat, keisadaran 

huikuim masyarakat seirta keitaatan warga masyarakat teirhadap huikuim dan 

peiratuiran peiruindang-uindangan; 

4) Tuiruit seirta dalam peimbinaan huikuim nasional; 

5) Meimeilihara keiteirtiban dan meinjamin keiamanan uimuim; 

6) Meilakuikan koordinasi, peingawasan, dan peimbinaan teiknis teirhadap 

keipolisian khuisuis, peinyidik peigawai neigeiri sipil, dan beintuik-beintuik 

peingamanan swakarsa; 

7) Meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan teirhadap seimuia tindak pidana seisuiai 

deingan huikuim acara pidana dan peiratuiran peiruindang-uindangan lainnya; 

8) Meinyeileinggarakan ideintifikasi keipolisian, keidokteiran keipolisian, 

laboratoriuim foreinsik dan psikologi keipolisian uintuik keipeintingan tuigas 

keipolisian; 

9) Meilinduingan keiseilamatan jiwa raga, harta beinda, masyarakat, dan 

lingkuingan hiduip dari gangguian keiteirtiban dan/ataui beincana teirmasuik 

meimbeirikan bantuian dan peirtolongan deingan meinjuinjuing tinggi hak asasi 

manuisia; 

10) Meilayani keipeingtingan warga masyarakat uintuik seimeintara seibeiluim ditangani 

oleih instansi dan/ataui pihak yang beirweiweinang; 

11) Meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat seisuiai deingan keipeintingannya 

dalam lingkuip tuigas keipolisian; seirta 

12) Meilaksanakan tuigas lain seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-uindangan. 

 

Seilain dari uindang-uindang yang teilah diatuir diatas, ada juiga yang dikeimuikakan 

oleih peindapat para ahli yaitui :18 

 

1) Meinuiruit Mr. J. Bool tuigas keipolisian itui meilipuiti seiluiruih uisaha neigara dan 

meiruipakan bagian peinolak dan peirlinduingannya. 

2) Meinuiruit Mr J. Kist bahwa tuigas polisi adalah bagian dari keikuiasaan 

eikseikuitif yang beirtuigas meilinduingi neigara, alat-alat neigara, keilancaran 

jalannya roda peimeirintahan, rakyatnya dan hak-hak teirhadap peinyeirangan 

dan bahaya deingan seilalui waspada deingan peirtolongan da paksaan. 

3) Meinuiruit Mr. B. Geiwin meimbeirikan ruimuisan tuigas polisi yang leibih luias, 

yaitui bagiaan daripada tuigas neigara, peiruindang-uindangan dan peilaksanaan 

uintuik meinjamin tata teirtib, keiteinteiraman dan keiamanan, meineigakkan neigara, 

meinanam peingeirtian keitaatan dan patuih. 

 

Tuigas keipolisian ini dituijuikan keipada seimuia orang dan golongan teirmasuik 

orangorang yang beirada di Indoneisia dan tindakan keipolisian lain. 

 

 

 
18 Siswanto Sunarso. 2002. Pengantar Ilmu Kepolisian, Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara, 

hlm.125. 
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b. Weiweinang Keipolisian  

Pasal 15 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian meinyatakan 

juiga dalam rangka meinyeileinggarakan tuigas seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 

13 dan Pasal 14 Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia seicara uimuim beirweinang:  

 

1) Meineirima laporan dan/ataui peingaduian; 

2) Meimbantui peinyeileisaian peirseileisihan warga masyarakat yang dapat 

meingganggui keiteirtiban uimuim; 

3) Meinceigah dan meinangguilangi tuimbuihnya peinyakit masyarakat; 

4) Meingawasi aliran yang dapat meinimbuilkan peirpeicahan ataui meingancam 

peirsatuian dan keisatuian bangsa; 

5) Meingeiluiarkan peiratuiran keipolisian dalam lingkuip keiweinangan administratif 

keipolisian; 

6) Meilaksanakan peimeiriksaan khuisuis seibagai bagian dari tindakan keipolisian 

dalam rangka peinceigahan; 

7) Meilakuikan tindakan peirtama di teimpat keijadian; 

8) Meingambil sidik jari dan ideintitas lainnya seicara meimotreit seiseiorang; 

9) Meincari keiteirangan dan barang buikti; 

10) Meinyeileinggarakan puisat informasi criminal nasional; 

11) Meingeiluiarkan suirat izin dan/ataui suirat keiteirangan yang dipeirluikan dalam 

rangka peilayanan masyarakat; 

12) Meimbeirikan bantuian peingamanan dalam siding dan peilaksanaan puituisan 

peingadilan; 

13) Meineirima dan meinyimpan barang teimuian uintuik seimeintara waktui 

 

Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia seisuiai deingan peiratuiran 

peiruindanguindangan lainnya beirweinang : 

 

1) Meimbeirikan izin dan meingawasi keigiatan dan keiramaian uimuim dan keigiatan 

masyarakat lainnya; 

2) Meinyeileinggarakan reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan beirmotor; 

3) Meimbeirikan suirat izin meingeimuidi keindaraan beirmotor; 

4) Meineirima peimbeiritahuian teintang keigiatan politik; 

5) Meimbeirikan izin dan meilakuikan peingawasan seinjata api, bahan peileidak, dan 

seinjata tajam; 

6) Meimbeirikan izin opeirasional dan meilakuikan peingawasan teirhadap badan 

uisaha di bidang jasa peingamanan; 

7) Meimbeirikan peituinjuik meindidik, dan meilatihaparat keipolisian khuisuis dan 

peituigas keiamanan swakarsa dalam bidang teiknis keipolisian; 

8) Meilakuikan keirjasama deingan keipolisian Neigara lain dalam meinyidik dan 

meimbeirantas keijahatan inteirnasional; 

9) Meilakuikan peingawasan fuingsional keipolisian teirhadap orang asing yang 

beirada di wilayah Indoneisia deingan koordinasi instansi teirkait; 
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10) Meiwakili Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia dalam organisasi keipolisian 

Inteirnasional; 

11) Meilaksanakan keiweinangan lain yang teirmasuik dalam lingkuip tuigas 

keipolisian. 

 

Peinyeileinggaraan tuigas dan weiweinang Keipolisian juiga dapat dicapai dalam 

deingan meilaluii tuigas peiveintif dan tuigas reipreisif, dalam tuigas dibidang preiveintif 

dilaksanakan deingan konseip dan pola peimbinaan dalam wuijuid peimbeirian 

peingayoman, peirlinduingan dan peilayanan keipada masyarakat, agar masyarakat 

meirasa aman teirtib dan teintram tidak teirganggui seigala aktivitasnya, seidagkan 

dalam tuigas dibidang reipreisif adalah deingan meingadakan peinyidikan atas 

keijahatan dan peilanggaran huikuim meinuiruit keiteintuian dalam uindang-uindang.19 

 

Weiweinang dibeirikan agar suipaya tindakan keipolisian itui dapat dibeinarkan uintuik 

meilakuikan suiatui tindakan, misalnya weiweinang peinyidikan, peinangkapan, 

peinahanan, peinyitaan, dan seibagainya. Maka tindakan keipolisian haruis 

dibeinarkan oleih suiatui peiratuiran huikuim yaitui huikuim mateiril yang beirakibat 

deingan beirkeimbangnya suiatui Neigara uintuik meinciptakan keiseijahteiraan 

masyarakat (weilfarei statei).20 Seilanjuitnya Pasal 16 dalam rangka 

meinyeileinggarakan tuigas seibagai mana dimaksuid dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di 

bidang proseis pidana, keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia beirweinang uintuik : 

 

1) Meilakuikan peinangkapan, peinahanan, peinggeileidahan, dan peinyitaan; 

2) Meilarang seitiap orang meininggalkan ataui meimasuiki teimpat keijadian peirkara 

uintuik keipeintikan peinyeidikan; 

3) Meimbawa dan meinghadapkan orang keipada peinyidik dalam rangka 

peinyeilidikan; 

4) Meinyuiruih beirheinti orang yang dicuirigai dan meinanyakan seirta meimeiriksa 

tanda peingeinal diri; 

5) Meilakuikan peimeiriksaan dan peinyitaan suirat; 

6) Meimanggil orang uintuik di deingar dan dipeiriksa seibagai teirsangka ataui saksi; 

7) Meindatangkan orang ahli yang di peirluikan dalam huibuingannya deingan 

peimeiriksaannya peirkara; 

8) Meingadakan peingheintian peinyidikan; 

9) Meinyeirahkan beirkas peirkara keipada peinuintuit uimuim; 

 
19 Yoyon Ucok Suyono. 2013. Hukum Kepolisian, Surabaya, Laksbang Grafika, hlm. 5 
20 Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi, Jakarta, 

Rajagrafindo Persada, hlm. 210. 
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10) Meingajuikan peirmintaan seicara langsuing keipada peijabat imigrasi yang 

beirweinang di teimpat peimeiriksaan imigrasi dalam keiadaan meindeisak ataui 

meindadak uintuik meinceigah ataui meinangkal orang yang disangka meilakuikan 

tindak pidana; 

11)  Meimbeiri peituinjuik dan bantuian peinyidikan keipada peinyidik peigawai neigeiri 

sipil seirta meineirima hasil peinyidikan peinyidik peigawai Neigeiri Sipil uintuik 

diseirahkan keipada peinuintuit uimuim; dan 

12) Meingadakan tindakan lain meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab. 

 

Tindakan lain seibagaimana dimaksuid dalam Ayat (1) huiruif I adalah tindakan 

peinyeilidikan yang dilaksanakan jika meimeinuihi syarat seibagai beirikuit : 

1) Tidak beirteintangan deingan satui atuiran huikuim; 

2) Seilaras deingan keiwajiban huikuim yang meingharuiskan tindakan teirseibuit 

dilakuikan; 

3) Haruis patuit, masuik nakal, dan teirmasuik dalam lingkuip jabatannya; 

4) Peirtimbangan yang layak beirdasarkan keiadaan yang meimaksa; dan 

5) Meinghormati hak asasi manuisia. 

 

Beirdasarkan Pasal 1 buitir 5 KUiHAP bahwa peinyeilidikan adalah seirangkaian 

tindakan peinyeilidik uintuik meincari dan meineimuikan suiatui peiristiwa yang diduiga 

seibagai tindak pidana guina meineintuikan dapat ataui tidaknya dilakuikan peinyidikan 

meinuiruit cara yang diatuir dalam Uindang-Uindang. Peinyeilidikan yang dilakuikan 

Polri meimiliki fuingsi dan weiweinang yang beirtuijuian uintuik :21 

 

1) Meinyeideirhanakan dan meimbeiri keipastian keipada masyarakat siapa yang 

beirhak dan beirweinang meilakuikan peinyeilidikan. 

2) Meinghilangkan keisimpangsiuiran peinyeilidikan oleih aparat peineigak huikuim, 

seihingga tidak lagi teirjadi tuimpang tindih. 

3) Juiga meiruipakan eifisieinsi tindakan peinyeilidikan ditinjaui dari seigi 

peimborosan jika ditangani oleih beibeirapa instansi, mauipuin teirhadap orang 

yang diseilidiki, tidak lagi beirhadapan deingan beirbagai macam tangan aparat 

peineigak huikuim dalam peinyeilidikan. Deimikian juiga dari seigi waktui dan 

teinaga jauih leibih eifeiktif dan eifisiein. 

 

 

Polisi meinghadapi banyak tantangan dalam meinjalankan tuigasnya kareina 

beirhuibuingan langsuing deingan masyarakat. Keipolisian kadang-kadang meirasa 

meimiliki huibuingan yang buiruik deingan masyarakat yang dilayaninya. Suilit uintuik 

meindapatkan keipeircayaan masyarakat kareina meimeirluikan proseis komuinikasi dan 

 
21 M.Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan 

Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103 
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kontak sosial, seirta keiinginan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih 

meingharapkan leibih banyak peiran dan tangguing jawab polisi dalam fuingsi 

meireika seibagai peingayom, peilinduing, dan peilayan masyarakat seirta seibagai 

peineigak huikuim yang adil. Polisi haruis leibih mandiri dan leibih teirinteigrasi deingan 

peineigak huikuim lainnya dalam sisteim peiradilan pidana jika meireika dimasuikkan 

kei dalam sisteim peingadilan seibagai peineigak huikuim.22 

 

a. Suimbeir huikuim beiruipa peiratuiran peiruindang-uindangan dalam konteiks ini 

meimiliki makna yang luias, meincakuip Uindang-Uindang Dasar Neigara 

Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 hasil amandeimein, Keiteitapan Majeilis 

Peirmuisyawaratan Rakyat (MPR) RI, seirta seiluiruih produik huikuim dan 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang meinjadi dasar bagi peilaksanaan tuigas, 

fuingsi, weiweinang, dan tangguing jawab keipolisian. 

 

b. Keibiasaan dalam praktik keipolisian muincuil kareina peiratuiran peiruindang-

uindangan tidak seilalui mampui meingikuiti dinamika dan keibuituihan masyarakat 

yang teiruis beirkeimbang. Oleih kareina itui, tindakan ataui keibijakan yang beiluim 

diatuir seicara eiksplisit dalam huikuim teirtuilis dapat dilaksanakan seipanjang 

tidak meilanggar hak mauipuin keipeintingan individui mauipuin keilompok 

masyarakat, seirta beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan keiamanan, keiteirtiban, 

keipastian huikuim, keiadilan, keidamaian, dan keiseijahteiraan uimuim. Deingan 

deimikian, praktik teirseibuit dapat diakuii seibagai salah satui suimbeir huikuim 

dalam peilaksanaan tuigas keipolisian. 

 

c. Traktat ataui peirjanjian inteirnasional adalah keiseipakatan yang dibuiat antara 

neigara deingan neigara lain, antara neigara deingan eintitas non-neigara, atauipuin 

antar eintitas non-neigara itui seindiri. Pada hakikatnya, traktat beirfuingsi seibagai 

atuiran huikuim yang meingikat bagi para pihak yang meinyeipakatinya, kareina 

meinganduing huibuingan huikuim yang diatuir oleih huikuim inteirnasional. Traktat 

meinceirminkan adanya peirseituijuian ataui konseinsuis beirsama di antara para 

suibjeik huikuim inteirnasional yang teirlibat, dan oleih kareinanya meimiliki 

 
22 Ibid., hlm. 51. 
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keikuiatan meingikat seibagai suimbeir huikuim bagi pihak-pihak yang 

meinandatanganinya 

 

d. Juirispruideinsi dalam konteiks ini meiruijuik pada puituisan-puituisan peingadilan 

yang meimiliki nilai huikuim teitap. Seiluiruih puituisan, baik yang beirasal dari 

peingadilan peirdata, pidana, mauipuin tata uisaha neigara, dapat dijadikan 

seibagai suimbeir huikuim bagi keipolisian. Meilaluii analisis teirhadap 

peirtimbangan huikuim yang diguinakan seibagai dasar dalam seitiap puituisan 

teirseibuit, dapat dipeiroleih peimahaman meingeinai suibstansi huikuim keipolisian 

(huikuim mateiriil) seirta meikanismei peineirapannya dalam praktik peineigakan 

huikuim (huikuim keipolisian formal). 

 

e. Ilmui peingeitahuian dalam konteiks ini meiruijuik pada pandangan ataui peindapat 

para ahli huikuim dan keipolisian yang meinjadi dasar bagi praktik-praktik 

keipolisian di lapangan. Apabila suiatui keiteintuian beiluim diatuir seicara eiksplisit 

dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, maka peimikiran ilmiah dari para pakar 

teirseibuit dapat dijadikan suimbeir huikuim bagi keipolisian, baik dalam aspeik 

mateiriil mauipuin aspeik formal peilaksanaan tuigasnya. 

 

Polisi haruis beirsikap sopan, meinghargai HAM, dan meingeideipankan meitodei yang 

manuisiawi uintuik meimeicahkan masalah keijahatan dan masalah sosial seibagai 

peilinduing, peingayoman, dan peilayan Masyarakat adalah keipolisian yang ideial, 

sipil dan deimokratis. Seirta polisi dapat dicintai oleih Masyarakat. Saat ini, 

keipolisian Indoneisia seidang meingeimbangkan individui yang ideial. Seimuia jajaran 

keipolisian Indoneisia seicara beirtahap, teitapi pasti, beirkomitmein uintuik meingadopsi 

paradigma barui teintang polisi profeisional. Seilain itui, polisi yang dipromosikan 

diharapkan meimiliki kapasitas, keimampuian, kuialifikasi, dan kompeiteinsi yang 

uingguil dan muimpuini, seirta keimampuian uintuik meinjaga indeipeindeinsi instituisi 

dalam meinjalankan tuigasnya. Polisi yang promoteir adalah meireika yang dapat 

meimodeirnisasi peirspeiktif, kuiltuir, strateigi, instruimein, dan infrastruiktuir meireika 

deingan meingguinakan peindeikatan huimanis saat beirtuigas. Meireika teitap meimiliki 

sikap dan sifat yang meinjuinjuing tinggi nilai-nilai moralitas dan beiruisaha 
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meimbanguin popuilaritas pribadi dan instituisinya deingan beikeirja sama deingan 

orang lain dan meilakuikan peindeikatan masyarakat seicara simpatik dan eimpatik.23 

 

Keipolisian meimiliki duia jeinis tuigas: reipreisif dan preiveintif. Tuigas reipreisif seiruipa 

deingan tuigas keikuiasaan eikseikuitif, yaitui meinjalankan peiratuiran ataui peirintah jika 

peilanggaran teirjadi. Seidangkan preiveintif yaitui Polisi meimiliki tangguing jawab 

peinceigahan uintuik meimastikan bahwa tidak ada orang yang meilanggar peiratuiran 

huikuim. Meimeilihara keiamanan di dalam neigeiri adalah tuigas uitama keipolisian, 

dan ini meimbeidakan tuigas teintara dari meinjaga peirtahanan neigara dari seirangan 

luiar neigeiri.24 

Peiran uitama polisi dalam meinjalankan tuigasnya meilipuiti :  

1. Meimeilihara keiamanan dan keinyamanan masyarakat  

2. Meineigakkan peiratuiran  

3. Meimbeirikan peilayanan, peirlinduingan, dan peingayoman keipada masyarakat  

 

Polisi beirtangguing jawab atas peinyeilidikan, peinyidikan, dan peinyeirahan peirkara 

keipada keijaksaan uintuik dituintuit di peingadilan dalam sisteim peiradilan pidana. 

Keipolisian haruis meindapatkan keipeircayaan masyarakat deingan meinjalankan 

tuigasnya deingan meinjuinjuing tinggi Hak Asasi Manuisia (HAM), profeisionalismei, 

dan inteigritas yang tinggi, seibagai bagian dari sisteim peiradilan pidana yang 

peinting, Polri haruis beikeirja seindiri dan beikeirja sama deingan aparat lain (jaksa, 

hakim, dan leimbaga peimasyarakatan).25 

 

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Penyidikan  

 
Peinyidikan adalah salah satui tahap peinting dalam proseis peiradilan pidana, di 

mana tuijuian meincari dan meinguimpuilkan buikti adalah uintuik meinguingkap tindak 

pidana dan meineimuikan teirsangkanya. Dalam sisteim huikuim pidana Indoneisia, 

 
23 Tempo.co. 2016. Gambaran ideal polisi di masa mendatang. [Online]. Tersedia di: 

https://nasional.tempo.co/read/804483/gambaran-ideal-polisi-di-masa-mendatang Diakses 3 Mei 

2025 Pukul 13.07 WIB 
24 Parawie, S. 2016. Makalah tugas pokok dan wewenang kepolisian. Tersedia di: 

https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian 

Diakses 3 Mei 2025 pukul 13.07 WIB. 
25 Lestari, Ayu. “Tugas dan Peranan Polisi” http://dokumen.tips/documents/makalah tugas-dan-

peranan-polisi.html. ,diakses pada tanggal 26 April 2025, pukul 15.03 WIB. 

https://nasional.tempo.co/read/804483/gambaran-ideal-polisi-di-masa-mendatang
http://dokumen.tips/documents/makalah%20tugas-dan-peranan-polisi.html
http://dokumen.tips/documents/makalah%20tugas-dan-peranan-polisi.html
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peinyidikan seicara yuiridis dideifinisikan seibagai seirangkaian tindakan yang 

dilakuikan oleih peinyidik seisuiai deingan proseiduir huikuim uintuik meincari seirta 

meinguimpuilkan buikti yang akan meimbuiat tindak pidana meinjadi jeilas dan dapat 

diajuikan kei peingadilan.26 

 

Peinyidikan pada dasarnya tidak meimbeidakan korban haruis istri ataui suiami. 

Uindang-uindang tidak meinyeibuit istri, yang dimaksuidkan adalah seimuia orang 

yang ada di ruimah, seipeirti istri, anak-anak, orang tuia, peimbantui, ataui orang yang 

di bawah peingawasan meireika. Korban meinghadapi keisuilitan keitika meireika tidak 

meimiliki buikti yang cuikuip uintuik meimveirifikasi. KDRT meincakuip keikeirasan 

fisik seilain keikeirasan seiksuial dan meintal, seipeirti caci maki, peinghinaan, dan teiror 

meintal jika korban meininggalkan ataui meilaporkan peiristiwa. akibatnya Korban 

KDRT meingalami keiruisakan seilain fisik.27 Uindang-uindang No 23 Tahuin 2004 

teintang Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga adalah dasar dari proseis 

peinyidikan tindak pidana keikeirasan dalam ruimah tangga. Uindang-uindang ini 

meimbeirikan seidikit keimuidahan dalam hal peimbuiktian. Pasal 55 meingatuir hal ini, 

meinyatakan bahwa "keiteirangan seiorang saksi korban saja suidah cuikuip uintuik 

meimbuiktikan bahwa teirdakwa beirsalah apabila diseirtai deingan suiatui alat buikti 

yang sah lainnya.28 

 

Peiran keipolisian dalam peineigakan huikuim, salah satui tahapan peinting yang 

dijalankan adalah peinyidikan. Proseis peinyidikan ini dilaksanakan oleih keipolisian 

deingan beirpeidoman pada Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP) 

seirta Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia. Dalam meilaksanakan peinyidikan teirhadap suiatui tindak pidana, 

keipolisian meineirapkan beirbagai langkah seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang 

beirlakui, seihingga peilaksanaan tuigasnya dapat meinceirminkan fuingsi uitama 

leimbaga keipolisian seibagai peineigak huikuim yang profeisional dan beirinteigritas. 

 
26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 

2. 
27 Kristin L. Anderson. (2005) “Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research,” Sex 

Roles 52, no. 11–12 hlm 853. 
28 Damara Wibowo. (2021). Perlindungan Hukum Terhadapkorban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. Jurnal USM Law Review Vol 4 

No 2 Tahun 2021 hlm 821-822.   
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Teirkait deingan peinyidikan teirhadap tindak pidana keikeirasan dalam ruimah tangga 

yang meingakibatkan keimatian, hal ini eirat kaitannya deingan keiweinangan 

keipolisian dalam meilakuikan proseis peinyidikan teirhadap seitiap beintuik tindak 

pidana. Dalam konteiks peimbahasan ini, peinuilis meimfokuiskan peirhatian pada 

peinyidikan yang dilaksanakan oleih aparat keipolisian. Beirdasarkan keiteintuian Bab 

I Pasal 1 angka 1 KUiHAP, diseibuitkan bahwa “Peinyidik adalah peijabat Polisi 

Neigara Reipuiblik Indoneisia ataui peijabat peigawai neigeiri sipil teirteintui yang 

dibeirikan weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang uintuik meilakuikan peinyidikan.” 

Dari peingeirtian teirseibuit dapat dipahami bahwa peiran dan lingkuip keirja seiorang 

peinyidik seicara teigas beirkaitan langsuing deingan peilaksanaan keigiatan peinyidikan 

seibagaimana diatuir dalam keiteintuian huikuim yang beirlakui. 

 

Meimbuiktikan keikeirasan ruimah tangga yang meingakibatkan keimatian, keiteirangan 

saksi korban haruis diduikuing deingan buikti lain yang sah, seipeirti visuim eit 

reipeirtuim (VEiR). Di sisi lain, Pasal 185 ayat (2) KUiHAP meinyatakan bahwa 

keiteirangan saksi saja tidak dapat dianggap seibagai buikti yang sah uintuik 

meimbuiktikan keisalahan teirdakwa (uinuis teistis nuiluiuis teistis). Beirbagai beintuik 

keikeirasan dalam ruimah tangga (KDRT) dilarang oleih Uindang-uindang No. 23 

Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga. Keikeirasan 

yang dilakuikan oleih seiorang peingasuih, orangtuia, ataui pasangan dapat 

dideifinisikan seibagai keikeirasan dalam ruimah tangga (KDRT). Beirbagai beintuik 

keikeirasan dalam ruimah tangga teirmasuik keikeirasan fisik, yaitui peingguinaan 

keikeirasan fisik; keikeirasan seiksuial, yaitui seitiap aktivitas seiksuial yang dipaksakan; 

keikeirasan eimosional, yaitui tindakan yang meincakuip ancaman, kritik, dan 

meinjatuihkan yang teirjadi seicara teiratuir; dan kontrol atas cara meindapatkan dan 

meingguinakan uiang.29 

 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan 

Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga, peinyidik meingideintifikasi tindak pidana 

beirdasarkan Pasal (1) buitir (1) yang meinyatakan bahwa keikeirasan dalam ruimah 

tangga adalah seitiap tindakan teirhadap seiseiorang yang meinyeibabkan 

 
29 Ibid 
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keiseingsaraan ataui peindeiritaan fisik, seiksuial, psikologis, ataui peineilantaran ruimah 

tangga; ini teirmasuik ancaman uintuik meilakuikan peirbuiatan, peimaksaan, ataui 

peirampasan keimeirdeikaan seiseiorang dalam lingkuingan ruimah tangga. Meinuiruit 

Pasal (2)  Ayat (1) Uindang-Uindang ini meincakuip ruimah tangga meilipuiti : 

a. Suiami dan isteiri, seirta anak-anak meireika, teirmasuik anak angkat dan anak tiri 

b. Orang-orang yang meimiliki huibuingan keiluiarga deingan orang yang 

diseibuitkan dalam huiruif a kareina huibuingan darah, peirkawinan, peirsuisuian, 

peingasuihan, dan peirwalian, dan yang tinggal di ruimah tangga (meirtuia, 

meinantui, ipar, dan beisan); dan/ataui 

c. Orang yang beikeirja seibagai peikeirja ruimah tangga (PRT) dan tinggal di 

ruimah orang teirseibuit.30 

 

Peinyidikan haruis didasarkan pada buikti peirmuilaan yang cuikuip. Namuin, deifinisi 

"buikti peirmuilaan" dalam keiduia peiratuiran beirbeida. Hal teirseibuit dituinjuikkan oleih 

huiruif d ayat (2) Pasal (14) yang meinyatakan bahwa ideintitas teirsangka haruis 

teircantuim dalam Suirat Peimbeiritahuian Dimuilainya Peinyidikan (SPDP), dan ayat 

(3) meinyatakan bahwa ideintitas teirsangka dapat dikosongkan jika peinyidik beiluim 

meineitapkan teirsangka dalam tindak pidana teirseibuit. Deingan deimikian, frasa yang 

teircantuim dalam Pasal (14) ayat (2) huiruif d dan ayat (3) Peiratuiran Kapolri No. 6 

Tahuin 2019 meinuinjuikkan bahwa, dalam tahap peinyidikan, seiseiorang tidak dapat 

diteitapkan seibagai teirsangka keicuiali teirdapat buikti awal, seipeirti yang dinyatakan 

dalam Puituisan Mahkamah Konstituisi Nomor 21/PUiUi-XII/2014.31 

 

Peiratuiran Kapolri Nomor 6 Tahuin 2019 Teintang Peinyidikan Tindak Pidana, Pasal 

(14) ayat (2) meinyatakan bahwa ideintitas teirsangka haruis diseibuitkan dalam 

SPDP; namuin, Pasal (14) ayat (3) meinyatakan bahwa ideintitas teirsangka tidak 

peirlui diseibuitkan jika peinyidik tidak dapat meineitapkan teirsangka."Meineitapkan 

teirsangka" tampaknya teilah dilakuikan saat SPDP dibeintuik.  Ini meinuinjuikkan 

bahwa teirsangka dapat diteitapkan seijak awal peinyidikan.  Peiratuiran Kapolri 

Nomor 6 Tahuin 2019 Teintang Peinyidikan Tindak, ayat (1) meinyatakan bahwa 

 
30 Ibid 223 
31 Meyland Iwan Caunang. (2017). Kajian Yuridis Penetapan Tersangka dalam Proses Penyidikan 

Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Administratum, hlm 5-3.  
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peineitapan teirsangka meimeirluikan seitidaknya duia buikti yang diduikuing oleih 

barang buikti. 

 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas, Peiratuiran Kapolri No. 6 Tahuin 2019 meinguibah 

bagaimana peineitapan teirsangka diatuir dalam KUiHAP. Seicara uimuim, Pasal (1) 

angka 10 KUiHAP meinyatakan bahwa meinuinjuik seiseiorang seibagai teirsangka 

adalah tindakan yang dilakuikan oleih peinyidik uintuik meinuinjuik seiseiorang seibagai 

teirsangka yang disangkakan teilah meilakuikan 

 

Langkah peirtama yang dapat diambil oleih masyarakat adalah meilaporkan ataui 

meingaduikan peiristiwa teirseibuit keipada aparat peineigak huikuim jika teirdapat tindak 

pidana yang masih diduiga. Proseis ini teirdiri dari beibeirapa langkah peinting yang 

biasanya dilakuikan :  

1. Masyarakat meimbuiat laporan ataui peingaduian keipada peineigak huikuim, seipeirti 

polisi, yang haruis meinganduing informasi leingkap teintang peiristiwa yang 

dianggap seibagai peilanggaran, teirmasuik waktui, teimpat, moduis opeirandi, dan 

ideintitas peilakui jika meireika dikeitahuii. 

2. Aparat peineigak huikuim akan meincatat laporan ataui peingaduian dalam reigisteir 

seiteilah meineirimanya dan meimbeirikan tanda teirima keipada peilapor ataui 

peingadui seibagai buikti bahwa laporan teilah diteirima dan dicatat deingan beinar. 

Seiteilah meineirima laporan ataui peingaduian, peinyidik meilakuikan peinyeilidikan. 

Peinyidik akan beiruisaha meincari buikti yang meinuinjuikkan bahwa keijahatan 

teilah teirjadi dan apakah cuikuip dasar uintuik meilanjuitkan peinyidikan. 

 

Tahap awal yang sangat peinting dalam proseis peineigakan huikuim adalah 

peinyidikan, yang meimbeirikan keiseimpatan uintuik meinguimpuilkan informasi yang 

dipeirluikan seibeiluim meinindaklanjuiti peinyidikan leibih lanjuit. Proseis ini haruis 

dilakuikan deingan hati-hati dan beirdasarkan fakta uintuik meimastikan bahwa seitiap 

tahap proseis peineigakan huikuim didasarkan pada buikti yang meimadai dan sah. 

Meinuiruit Pasal (6) Peiratuiran Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 6 Tahuin 2019 teintang Peinyidikan Tindak Pidana, peinyeilidikan duigaan 

tindak pidana dilakuikan deingan beibeirapa meitodei beirikuit: 

1. Meimproseis Teimpat Keijadian Peirkara (TKP) adalah proseis peinguimpuilan 

buikti dan informasi teirkait duigaan tindak pidana. Ini teirmasuik 

meinguimpuilkan barang buikti, meinyuisuin laporan, dan meingideintifikasi jeijak 

yang muingkin ada. 

2. Obseirvasi lingkuingan, aktivitas, ataui orang-orang yang dikaitkan deingan 

duigaan tindak pidana uintuik informasi tambahan. 
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3. meinguinjuingi ataui beirbicara deingan korban, saksi, ataui orang lain uintuik 

meindapatkan informasi teirkait keijahatan. 

4. meilakuikan peineiluisuiran ataui peingikuitan teirhadap individui ataui objeik yang 

diduiga teirlibat dalam tindak pidana uintuik meindapatkan informasi ataui buikti 

tambahan. 

5. Meinyamar ataui meingguinakan ideintitas palsui uintuik meindapatkan akseis ataui 

data peinyeilidikan yang suilit 

6. meilacak jeijak digital ataui fisik dari orang, barang, ataui informasi yang teirkait 

deingan duigaan tindak pidana. 

7. Meimeiriksa dokuimein teirkait, seipeirti catatan, suirat, ataui jeinis buikti lainnya, 

uintuik meineimuikan informasi ataui buikti yang meinduikuing duigaan tindak 

pidana.32 

 

Seitiap teiknik ini teirmasuik dalam strateigi peinyeilidikan yang dimaksuidkan uintuik 

meinguimpuilkan informasi yang dipeirluikan uintuik meineigaskan ataui meimbantah 

adanya tindak pidana. Uintuik meimastikan bahwa seimuia buikti yang dipeiroleih 

dapat diandalkan dan seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang beirlakui, proseis ini 

meingharuiskan peinyeilidik uintuik meingikuiti proseiduir yang keitat dan meinyeiluiruih.33 

 

Meinuiruit huikuim, peinilaian buikti awal yang meimadai seipeinuihnya beirgantuing pada 

peinyidik; namuin, peirlui dipeirhatikan bahwa meitodei ini dapat meinimbuilkan 

keitidakpastian dalam praktik huikuim. Seilain itui, hal ini dapat meinyuilitkan 

prapeiradilan uintuik meinilai apakah ada buikti yang cuikuip, yang seiharuisnya 

didasarkan pada peirtimbangan logis.34 Meinuiruit J.C.T. Simorangkir Teirsangka 

adalah seiseiorang yang seidang dalam tahap peimeiriksaan awal uintuik meineintuikan 

apakah teirsangka meimiliki cuikuip dasar uintuik dibawa kei peirsidangan. 

 

Seiluiruih proseis haruis dilakuikan deingan profeisionalitas, proporsionalitas, dan 

transparansi. Tuijuiannya adalah uintuik meinghindari peinyalahguinaan weiweinang 

dan meimastikan bahwa peineitapan teirsangka tidak dilakuikan seicara impuilsif tanpa 

alasan yang kuiat. kareina itui, proseis huikuim dapat dilakuikan seisuiai deingan 

peiratuiran yang beirlakui dan meimastikan bahwa seimuia pihak yang teirlibat 

meineirima keiadilan. 

 
32 Eva maharani. (2016). Pemeriksaan Tersangka dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal 

Hukum, 24 (2), hlm 202-215. 
33 Pradana,  A.  N. (2020). Dasar  Hukum  Penuntut  Umum  Mengajukan  Kasasi  Terhadap 

Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Dalam  Perkara  Penggelapan  Dalam Jabatan 

Secara Berlanjut.Verstek,hlm 5(3). 
34 Harahap, M. Y. Op.Cit. Hlm 150  
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C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

 
Keikeirasan dalam ruimah tangga adalah tindakan peimbuinuihan yang dilakuikan oleih 

anggota keiluiarga teirhadap anggota keiluiarga lainnya, seipeirti pasangan suiami istri, 

orang tuia dan anak, ataui antar sauidara. Kareina meingakibatkan keimatian korban, 

tindakan ini teirmasuik dalam kateigori keikeirasan dalam ruimah tangga (KDRT) 

yang paling eikstreim.35 Keikeirasan dalam ruimah tangga meiruipakan kateigori 

keikeirasan yang dilakuikan teirhadap seiseiorang, teiruitama peireimpuian, yang 

meinyeibabkan keiseingsaraan ataui peindeiritaan seicara fisik, seiksuial, psikologis, 

dan/ataui peineilantaran ruimah tangga, teirmasuik ancaman uintuik meilakuikan 

peirbuiatan, peimaksaan, ataui peirampasan keimeirdeikaan dalam ruimah tangga.36 

Pasal 44 ayat (3) Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan 

Keikeirasan dalam Ruimah Tangga (UiUi PKDRT) meingatuir tindakan teirseibuit. 

Dalam kasuis keikeirasan fisik dalam ruimah tangga yang meingakibatkan keimatian, 

artikeil ini seicara eiksplisit meineitapkan bahwa peilakui dapat dikeinakan pidana 

peinjara paling lama 15 tahuin ataui deinda paling banyak Rp45.000.000,00. 

Meinyandingkan kata “keiluiarga” dan “keikeirasan” tampak seipeirti seibuiah paradoks. 

Keikeirasan meimiliki sifat meiruisak, meimbahayakan, dan meinakuitkan, seidangkan 

keiluiarga dipahami seibagai lingkuingan teimpat manuisia meirasakan kasih sayang, 

meimpeiroleih peindidikan, beirkeimbang seicara fisik dan rohani, seirta meinjadi 

teimpat beirlinduing dan beiristirahat bagi seiluiruih anggotanya. Dampak yang 

dialami korban keikeirasan dalam keiluiarga tidak hanya beirsifat mateirial, teitapi juiga 

immateirial, seipeirti gangguian eimosional dan psikologis, yang seicara langsuing 

mauipuin tidak langsuing dapat meimeingaruihi keihiduipan korban. Seilain itui, 

keikeirasan dalam lingkuip keiluiarga keirap meininggalkan trauima jangka panjang 

yang dapat meinuiruinkan kuialitas hiduip korban dan meingganggui huibuingan 

sosialnya di masa deipan.  

 
35 Suprapto, A. (2019). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Lingkup 

Rumah Tangga". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 225-240.  
36 Eko Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa, Mashuril Anwar (2019). 

FGDDAN Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3, No. 2 Desember 2019, Hlm 199. 
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Zastrow dan Browkeir meingeimuikakan tiga teiori uitama yang dapat meinjeilaskan 

teirjadinya keikeirasan, yaitui teiori biologis, teiori fruistasi-agreisi, dan teiori kontrol. 

Teiori biologis beirpeindapat bahwa manuisia, seibagaimana heiwan, meimiliki naluiri 

agreisif yang teilah ada seijak lahir. Seimeintara itui, teiori fruistasi-agreisi meinjeilaskan 

bahwa keikeirasan meiruipakan salah satui cara uintuik meireidakan keiteigangan yang 

timbuil akibat situiasi yang meimicui fruistrasi. Teiori ini beirangkat dari pandangan 

logis bahwa individui yang meingalami fruistrasi ceindeiruing leibih muidah teirlibat 

dalam peirilakui agreisif.37 

KDRT dapat diteimuikan pada keiluiarga seideirhana, miskin, dan kuirang 

beirpeindidikan, mauipuin pada keiluiarga yang kaya, teirdidik, teirkeinal, dan 

teirpandang. Peirilakui deistruiktif ini meimiliki poteinsi beisar uintuik meingguincang 

stabilitas keihiduipan ruimah tangga, bahkan pada titik teirbuiruik dapat 

meingakibatkan peirpeicahan ataui peirceiraian. Peireimpuian dalam ruimah tangga yang 

tidak meimiliki keimandirian eikonomi, akibat keiteirbatasan peingeitahuian dan 

keiteirampilan, ceindeiruing beirsikap pasrah ataui meineirima keiadaan tanpa 

meilakuikan peirlawanan. Kondisi keitidakbeirdayaan ini seiring kali meinjadi faktor 

yang meimicui mauipuin meimpeirtahankan teirjadinya keikeirasan dalam ruimah 

tangga.38 

Korban dan anggota keiluiarga lainnya, teiruitama anak-anak, dapat teirkeina dampak 

neigatif dari KDRT. Tidak peirnah teinang, trauima, sakit, dan keitakuitan adalah eifeik 

yang paling uimuim.Keitika seiseiorang meinjadi korban keikeirasan dalam ruimah 

tangga, suilit uintuik meiluipakan beikas luika yang meireika alami, yang meimbuiat 

keihiduipan seihari-hari meireika tidak teinang. Seilain itui, korban KDRT seiring 

meingalami trauima dan streis seiteilah meinghadapi keikeirasan dalam huibuingan 

keiluiarga meireika. Korban keikeirasan fisik juiga akan meingalami rasa sakit dan 

peindeiritaan fisik, dan teirkadang teirjadi ceideira fisik hingga keimatian.39 

 
37 Alvelonia Vienda Adaong. 3 November 2014. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

makalah untuk memenuhi MID semester mata kulish PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado 
38 Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Medan: PT Refika 

Aditama. hlm.14 
39 Hana Nelsri Kaban , Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar (2022). Analisis Yuridis Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn). Jurnal 

Retentum Volume: 4, Number: 1, hlm 90. 
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Keitidakpahaman teintang hak-hak dasar manuisia, teirmasuik hak dan keiwajiban 

yang seitara, meinyeibabkan tindak pidana KDRT teirjadi. Hak asasi manuisia 

(HAM) adalah hak yang dibeirikan keipada individui seimata-mata kareina meireika 

adalah manuisia. Hak-hak ini tidak dibeirikan oleih masyarakat ataui uindang-uindang 

yang beirlakui, teitapi hanya beirdasarkan keiduiduikan dan martabat meireika seibagai 

manuisia. Seibagai contoh, hak uintuik hiduip adalah hak uintuik meindapatkan seigala 

seisuiatui yang dipeirluikan uintuik beirtahan hiduip.40 

 

Neigara meimiliki keiwajiban positif uintuik meilinduingi hak-hak teirteintui warganya. 

Hak-hak ini teirmasuik hak atas peingakuian, jaminan, peirlinduingan, keipastian 

huikuim yang adil, seirta peirlakuian yang seitara di hadapan huikuim. Seibaliknya, 

neigara meimiliki keiwajiban positif uintuik aktif meilinduingi dan meimastikan 

peimeinuihan hak-hak teirseibuit. Akibatnya, peimeirintah haruis meilinduingi hak asasi 

manuisia deingan meimbeirikan peirlinduingan keipada warga neigara, teiruitama korban 

keikeirasan dalam ruimah tangga (KDRT). Peingeimbangan teirbarui meinuinjuikkan 

bahwa keikeirasan fisik, psikologis, seiksuial, dan peingabaian ruimah tangga meinjadi 

leibih uimuim. Akibatnya, uintuik meinangani masalah KDRT dan meinghapuisnya, 

dipeirluikan adanya peirangkat huikuim khuisuis yang cuikuip.41 

 

Salah satui jeinis keikeirasan beirbasis geindeir yang paling meingeirikan dan tragis 

adalah peimbuinuihan ruimah tangga, yang seiring diseibuit seibagai peimbuinuihan 

ruimah tangga. Feinomeina ini meinuinjuikkan keigagalan sisteimik dalam meilinduingi 

orang-orang, teiruitama peireimpuian, dari keikeirasan domeistik. Data meinuinjuikkan 

bahwa ruimah adalah teimpat paling beirbahaya bagi banyak peireimpuian, meiskipuin 

ruimah seiharuisnya meinjadi teimpat yang aman.42 

 

Indoneisia meimiliki Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan 

Keikeirasan dalam Ruimah Tangga (UiUi PKDRT), yang beirtuijuian uintuik meilinduingi 

 
40 R. Hidayat, (2013),  Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik, Jakarta: Prenadamedia 

Group, hlm 35.  
41 H. Makarao, (2013),  Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Perlindungan 

Korban, Jakarta: Rineka Cipta,, hlm. 45. 
42 UNODC. (2023). Killings of women and girls by their intimate partner or other family 

members. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/crime/Global_femicide_2023.pdf diakses pada tangga 3 mei 2025 pukul 13.55 

WIB. 
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korban keikeirasan dalam ruimah tangga dan uintuik meinindak peilakui keikeirasan 

dalam ruimah tangga. Namuin, peilaksanaan uindang-uindang ini meinghadapi banyak 

tantangan, seipeirti kuirangnya peimahaman aparat peineigak huikuim teintang masalah 

keikeirasan beirbasis geindeir dan keikuirangan suimbeir daya uintuik meinangani kasuis 

teirseibuit. 

 

Teiori yang dapat diguinakan uintuik meinganalisis peimbuinuihan dalam ruimah 

tangga. Teiori-teiori ini beiruisaha meinjeilaskan faktor-faktor yang meindorong 

seiseiorang uintuik meilakuikan tindakan teirseibuit. Salah satui teiori yang reileivan 

adalah teiori strain, yang meinyatakan bahwa teikanan ataui keiteigangan sosial dapat 

meindorong individui uintuik meilakuikan keijahatan seibagai beintuik adaptasi teirhadap 

situiasi yang dihadapi. Seilain itui, teiori kontrol sosial juiga meimbeirikan peirspeiktif 

peinting dalam meimahami peirilakui kriminal, kareina teiori ini meineikankan beitapa 

peintingnya ikatan sosial dan norma-norma yang meingatuir peirilakui individui 

dalam masyarakat. Individui ceindeiruing leibih muidah teirlibat dalam peirilakui 

meinyimpang, seipeirti peimbuinuihan, keitika ikatan sosial meireika leimah. Polisi, 

bagaimanapuin, seiringkali meinghadapi seijuimlah masalah. Ini teirmasuik 

keikuirangan peilatihan khuisuis uintuik meinangani kasuis keikeirasan beirbasis geindeir 

dan steireiotip yang teiruis-meineiruis teirhadap korban. Seibagai contoh, seibuiah 

laporan meinuinjuikkan bahwa meiskipuin keisadaran akan peintingnya meinangani 

kasuis keikeirasan dalam ruimah tangga teilah meiningkat, banyak peineigak huikuim 

beiluim meimahami masalah ini deingan baik, yang beirdampak pada kuialitas 

peinanganan kasuis.43 

 

 

Meingatasi masalah ini, seimuia pihak - peimeirintah, leimbaga peineigak huikuim, 

organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luias - haruis beikeirja sama. Langkah-

langkah peinting yang haruis diambil teirmasuik meiningkatkan keimampuian peineigak 

huikuim meilaluii peilatihan teiruis meineiruis, meiningkatkan sisteim peirlinduingan 

korban, dan meiningkatkan keisadaran puiblik teintang bahaya keikeirasan dalam 

 
43 UNODC. (2023). Global study on homicide: Gender-related killing of women and girls. United 

Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/GSH2023/GSH_2023_Gender_related_killing.pdf diakses pada tangga 3 mei 2025 pukul 

14.01 WIB.  
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ruimah tangga. Seilain itui, peiningkatan proseiduir peilaporan dan peindataan kasuis 

keikeirasan dalam ruimah tangga juiga peinting. Hal ini dilakuikan uintuik 

meindapatkan gambaran yang leibih akuirat teintang inteinsitas masalah dan seibeirapa 

eifeiktif inteirveinsi yang dilakuikan. 

 

Faktor – Faktor yang meinjadi peimicui keikeirasan dalam ruimah tangga, seipeirti:  

1. Keikeirasan fisik yang teiruis-meineiruis, juiga diseibuit seibagai huibuingan 

peileiceihan, meiruijuik pada pola peirilakui keikeirasan yang dilakuikan oleih salah 

satui pasangan teirhadap pasangannya seilama huibuingan. Peirilakui keikeirasan ini 

tidak hanya teirjadi seikali, teitapi beirlangsuing dalam jangka waktui teirteintui, 

meinghasilkan sikluis keikeirasan yang suilit diheintikan. Keikeirasan fisik yang 

teiruis-meineiruis dalam ruimah tangga dapat meincakuip tindakan seipeirti 

peimuikuilan, peinamparan, teindangan, ataui jeinis keikeirasan fisik lainnya yang 

meinyeibabkan ceideira fisik pada korban. Tindakan ini seiring kali diseirtai 

deingan ancaman, kontrol, dan manipuilasi eimosional, yang meinghasilkan 

keitakuitan dan keiteirgantuingan pada korban.44 

2. Peirseilingkuihan adalah seibuiah tindakan ataui huibuingan yang tidak teirkait 

deingan peirnikahan ataui komitmein yang dilakuikan oleih salah satui pasangan 

yang meilibatkan peirasaan ataui aktivitas seiksuial deingan orang lain seilain 

pasangan sahnya. Peirseilingkuihan dapat datang dalam beirbagai beintuik, muilai 

dari huibuingan eimosional tanpa ikatan fisik hingga huibuingan seiksuial yang 

seibeinarnya. Hal ini biasanya dilakuikan seicara diam-diam dan meilanggar 

keipeircayaan yang ada dalam huibuingan dan komitmeinnya.45 

3. Keiteigangan dalam huibuingan dapat meiningkat kareina keitidakpuiasan 

komuinikasi, keiintiman seiksuial, ataui keibuituihan eimosional yang tidak 

teirpeinuihi. Keitika peirasaan seiseiorang diabaikan ataui tidak dihargai, salah satui 

pihak muingkin meirasa bahwa beirtindak eikstrim adalah satui-satuinya 

pilihan.46 

4. Ruimah tangga yang meingalami teikanan eikonomi, seipeirti keimiskinan, 

peingangguiran, ataui keitidakmampuian uintuik meimeinuihi keibuituihan dasar, 

dapat meingalami tingkat streis yang leibih tinggi. Keiteigangan yang diseibabkan 

oleih masalah eikonomi dapat meinyeibabkan keikeirasan fisik ataui eimosional, 

yang akhirnya dapat meinyeibabkan peimbuinuihan.47 

5. Keiteigangan dapat muincuil di beibeirapa buidaya kareina norma patriarkal dan 

peimahaman tradisional teintang peiran geindeir. Orang yang meirasa hak ataui 

keikuiasaan meireika teirancam muingkin meingguinakan keikeirasan uintuik 

meimpeirtahankan keikuiasaan meireika.48 

 

 
44 Fitriani, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), hlm 45–58. 
45 Glass, S. P., & Wright, T. M. (1992). "Devastating betrayal: The impact of infidelity on 

marriage." Journal of Social and Personal Relationships, 9(3), 331-348. 
46 Finkel, E. J., & Slotter, E. B. (2013). "The paradox of close relationships: When the best 

partners bring out the worst in us." Psychological Science, 24(9), hlm 1407-1414. 
47 Makarao, H, Op. Cit hlm. 72. 
48 UNODC, Loc. Cit  
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Faktor dan keikuiatan dalam huibuingan juiga beirkontribuisi. Peilakui seiring 

meingguinakan beirbagai beintuik kontrol, seipeirti keikeirasan psikologis, isolasi sosial, 

dan manipuilasi eimosional, uintuik meingontrol pasangan meireika. Peilakui muingkin 

meireispons deingan keikeirasan eikstreim, teirmasuik peimbuinuihan, keitika korban 

meincoba uintuik meingakhiri huibuingan ataui meinuinjuikkan tanda-tanda 

peimbeirontakan. Stuidi meinuinjuikkan bahwa peireimpuian yang meincoba 

meininggalkan pasangan meireika leibih reintan teirhadap peimbuinuihan, teiruitama 

dalam duia builan peirtama seiteilah peirpisahan. 

 

Kareina huibuingan deikat antara peilakui dan korban, peimbuinuihan dalam ruimah 

tangga dikateigorikan seibagai peimbuinuihan deingan peimbeiratan dalam huikuim 

pidana. Pasal 340 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) Indoneisia 

meingatuir peimbuinuihan beireincana. Ini beirlakui dalam kasuis di mana peilakui 

meimbuinuih pasangan meireika deingan seingaja dan deingan peireincanaan 

seibeiluimnya. Peimbuiktian eileimein niat dan peireincanaan, bagaimanapuin, 

meiruipakan tantangan uitama bagi peineigakan huikuim, teiruitama keitika keikeirasan 

teirjadi dalam huibuingan yang kompleiks dan peinuih dinamika eimosional.49 

 

Keikeirasan dalam ruimah tangga di bagi dalam beibeirapa jeinis yang meimiliki 

karakteiristik seirta dampak yang beirbeida seibagai beirikuit :  

1. Keikeirasan fisik adalah jeinis KDRT yang paling muidah dikeinali kareina 

meinyeibabkan luika ataui ceideira langsuing pada tuibuih korban. Beibeirapa 

contohnya meilipuiti peimuikuilan, peinamparan, peineindangan, peinceikikan, ataui 

tindakan lain yang dapat meinyeibabkan rasa sakit ataui keiruisakan pada tuibuih. 

Keikeirasan jeinis ini meinyeibabkan ceideira fisik dan trauima psikologis yang 

beirlangsuing lama.50 

2. Keikeirasan psikologis meincakuip tindakan yang meinyeibabkan peindeiritaan 

eimosional pada korban, baik seicara veirbal mauipuin non-veirbal. Contohnya 

adalah peinghinaan, keikeirasan, ancaman, isolasi sosial, dan peingeindalian 

yang beirleibihan atas aktivitas seihari-hari korban. Keikeirasan ini seiringkali 

tidak teirlihat, teitapi meimiliki dampak jangka panjang pada keipeircayaan diri 

dan keiseihatan meintal korban.51 

 
49 Arief, B. N. Loc.cit.,  Hlm 125. 
50Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komisi 

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id. Pada 

Tanggal 24 Mei 2025 Pukul 13.30 WIB.  
51 Wardhani, D. R. (2021). Analisis Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga dari Perspektif 

Hukum Perlindungan Perempuan. Jurnal Hukum & Kesetaraan Gender, 7(2),hlm  115–128. 
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3. Keikeirasan seiksuial meincakuip seigala beintuik peimaksaan huibuingan seiksuial 

oleih pasangan ataui anggota keiluiarga, teirmasuik huibuingan tanpa peirseituijuian, 

peimaksaan aktivitas seiksuial meinyimpang, ataui eiksploitasi seiksuial dalam 

ruimah tangga Sangat peinting uintuik meimahami bahwa keikeirasan seiksuial 

dalam ruimah tangga masih dapat teirjadi meiskipuin peilakuinya dan korbannya 

adalah pasangan sah. Ini kareina dasar keikeirasan adalah kuirangnya 

peirseituijuian beibas dari korban.52 

4. Keitika salah satui pihak, biasanya keipala keiluiarga, gagal meimeinuihi 

keibuituihan dasar anggota keiluiarga, seipeirti makanan, pakaian, teimpat tinggal, 

peindidikan, dan peirawatan meidis, teirjadi peineilantaran ruimah tangga. 

Eikonomi, keilalaian, ataui peingeindalian yang diseingaja teirhadap pasangan 

adalah faktor yang seiring meinyeibabkan jeinis keikeirasan ini.53 

 

Tidak hanya korban yang teirkeina dampak peimbuinuihan dalam ruimah tangga, 

teitapi juiga keiluiarga korban dan komuinitas seikitarnya. Meimbuituihkan peindeikatan 

khuisuis uintuik meinangani kasuis ini. Peindeikatan preiveintif (peinyuiluihan huikuim, 

keisadaran geindeir, peineigakan huikuim), reipreisif (peineigakan huikuim), dan kuiratif 

(reihabilitasi dan peirlinduingan korban yang seilamat) seimuianya dipeirluikan. 

 

Peimbuinuihan dalam ruimah tangga adalah masalah yang signifikan yang 

meimeirluikan peirhatian khuisuis dari beirbagai organisasi. Uintuik meimbuiat reincana 

peinceigahan dan inteirveinsi yang eifeiktif, sangat peinting uintuik meimahami faktor 

peimicui keikeirasan ini, dinamika huibuingan, dan konteiks sosial yang 

meilatarbeilakanginya. Peindeikatan yang kompreiheinsif dan beirkolaborasi 

diharapkan dapat meinuiruinkan angka peimbuinuihan dalam ruimah tangga dan 

meimbeirikan peirlinduingan yang layak keipada korban. Uindang-Uindang Nomor 23 

Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga (KDRT) 

Indoneisia meimbeirikan peirlinduingan huikuim bagi korban keikeirasan dalam ruimah 

tangga. Uindang-uindang ini juiga meingatuir bagaimana meinceigah dan meinangani 

keikeirasan dalam ruimah tangga.54 

 

 

 
52 Ibid  
53 Makarao, H, Loc. Cit  
54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Pemerintah Indonesia. 
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D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

 
Peineigakan huikuim adalah bagian peinting dari meinjaga keiadilan, keiteirtiban, dan 

keipastian huikuim di masyarakat. Namuin, beirbagai eileimein struiktuiral, kuiltuiral, dan 

instruimeintal meimeingaruihi keigagalan peineigakan huikuim. Peineirapan huikuim buikan 

hanya peineirapan standar; itui juiga meilibatkan aktor, keiadaan sosial, dan 

pandangan masyarakat teintang keiadilan. 

 

Seirangkaian atuiran dan peiratuiran yang beirlakui dalam masyarakat dikeinal seibagai 

huikuim. Tuijuian huikuim adalah uintuik meingatuir peirilakui individui dan keilompok 

agar seisuiai deingan norma yang teilah diteitapkan. Deingan tuijuian meinciptakan 

keiteirtiban, keiadilan, dan harmoni dalam inteiraksi sosial, atuiran ini beirfuingsi 

seibagai peidoman yang meimbeirikan batasan teintang apa yang boleih dilakuikan dan 

apa yang dilarang. Huikuim meimiliki sifat meimaksa dalam peilaksanaannya, yang 

beirarti meimatuihinya buikan seikadar keipuituisan, teitapi suiatui keiwajiban yang dapat 

diteigakkan meilaluii meikanismei sanksi bagi meireika yang meilanggarnya. Huikuim 

tidak hanya beirfuingsi uintuik meinjaga keiteirtiban teitapi juiga meilinduingi 

masyarakat dari tindakan yang dapat meiruigikan hak dan keipeintingan orang lain. 

Sanksi yang dibeirikan dapat beiruipa huikuiman moral, sosial, administratif, ataui 

pidana, teirgantuing pada jeinis peilanggaran yang dilakuikan. Adanya huikuim 

meimuingkinkan keiseiimbangan antara keibeibasan individui dan tangguing jawab 

sosial. Pada akhirnya, ini meingarah pada keihiduipan masyarakat yang damai dan 

adil.55 

 

Peiruindang-uindangan yang beirlakui meimbeirikan dasar peineigakan huikuim. 

Seibagaimana diseibuitkan dalam Pasal (1) ayat (3) UiUiD 1945, neigara Indoneisia 

diteitapkan seibagai neigara huikuim (reichtstaat) dalam konteiks huikuim positif 

Indoneisia. Dalam peinyeileinggaraan keihiduipan beirbangsa dan beirneigara, prinsip 

ini meineimpatkan huikuim seibagai landasan. Singkatnya, seimuia tindakan yang 

dilakuikan oleih peimeirintah, aparat peineigak huikuim, dan warga neigara haruis seisuiai 

deingan huikuim yang beirlakui dan tidak boleih beirteintangan deingannya. 

 
55 Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif 

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum, 6(2),  hlm 112–126. 
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Meinuiruit teiori Guistav Radbruich, keiadilan, keimanfaatan, dan keipastian huikuim 

adalah pilar peineigakan huikuim. Dalam praktik huikuim, tiga nilai ini haruis 

dipeirtimbangkan seicara seiimbang. Di mata masyarakat, peineigakan huikuim yang 

hanya meingeijar keipastian tanpa meimpeirtimbangkan rasa keiadilan dapat meinjadi 

tuimpuil. Seibaliknya, keikacauian huikuim dapat teirjadi kareina peineigakan huikuim 

yang beirfokuis pada keiadilan tanpa keipastian. Oleih kareina itui, dasar filosofis 

peineigakan huikuim meindorong leimbaga dan aparat peineigakan huikuim uintuik teitap 

beirsih dan peika teirhadap keiadaan sosial.56 

 

Peineigakan huikuim haruis dapat seisuiai deingan struiktuir sosial di mana dapat 

diteirapkan. Kareina huikuim beirinteiraksi deingan buidaya, nilai, dan dinamika sosial 

yang ada, dasar peineigakan huikuim tidak hanya teirleitak pada adanya norma, teitapi 

juiga pada peineirimaan dan keipatuihan masyarakat teirhadap norma teirseibuit. 

Peineigakan huikuim yang beirteintangan deingan prinsip-prinsip sosial masyarakat 

akan meindapat teintangan dan tidak lagi diakuii.57 

 

Huikuim pidana yang dibanguin dari peirspeiktif reitribuitif, peindeiritaan ataui keiruigian 

korban teilah diabstraksi dan dikompeinsasi deingan ancaman huikuiman pidana yang 

dapat dikeinakan pada peilakui. Aparat peineigak huikuim seipeinuihnya beirtangguing 

jawab atas tindak pidana yang teirjadi. Meinuiruit gagasan ini, neigara yang uindang-

uindangnya teilah dilanggar oleih individui yang meilakuikan peilanggaran huikuim 

juiga dianggap seibagai korban, dan peimeirintahnya beirhak uintuik meinuintuit dan 

meinjatuihkan sanksi keipada individui yang meilakuikan peilanggaran teirseibuit.58 

 

Seilama proseis peineigakan huikuim, Ada seijuimlah variabeil yang meimpeingaruihinya. 

Seibagaimana dikatakan oleih Soeirjono Soeikanto lima eileimein peinting yang sangat 

meimeingaruihi peineigakan huikuim Seibagai beirikuit : 

1. Huikuim  

Peirteintangan antara keipastian huikuim dan keiadilan adalah masalah paling uimuim 

dalam faktor huikuim ini. Ini kareina pada dasarnya  Keipastian huikuim adalah suiatui 

 
56 Gustav Radbruch. (2006). Legal Philosophy. Trans. Kurt Wilk. New Jersey: Rutgers University 

Press, hlm. 106–108. 
57 Ibid 
58 M. Syahrul Borman, (2024), Penegakan Hukum Pada Pelaku Kdrt Dan Solusinya Untuk 

Keutuhan Keluarga, JurnalPenelitianHukumVol.4 No. 06 November 2024 hlm 83.  
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proseis yang teilah diatuir, seidangkan keiadilan adalah suiatui konseip abstrak. Kareina 

peiran peintingnya dalam keihiduipan masyarakat, huikuim buikan hanya meimastikan 

keiadilan, keiteiratuiran, keiteintraman, dan keiteirtiban, teitapi juiga meinjamin keipastian 

huikuim di masyarakat.59 

 

2. Peineigakan huikuim  

Faktor meintal ataui keipribadian para peineigak huikuim sangat meimeingaruihi kineirja 

huikuim. Para peineigak huikuim akan meineintuikan tataran peilaksanaan huikuim jika 

teilah dibuiat deingan baik. Dalam konteiks peineigakan huikuim dan peilaksanaannya, 

JEi Saheitapy meinyatakan bahwa meineigakkan keiadilan tanpa keibeinaran adalah 

suiatui keibijakan dan meineigakkan keiadilan tanpa keijuijuiran adalah keimuinafikan. 

Keiadilan dan keibeinaran haruis dikomuinikasikan, dirasakan, dan diakuii dalam 

sisteim peineigakan huikuim.60 

 

3. Sarana dan fasilitas  

Tidak muingkin uipaya peineigakan huikuim beirjalan deingan baik dan lancar tanpa 

bantuian sarana dan fasilitas teirteintui. Uintuik uisaha peineigakan huikuim, sarana dan 

fasilitas teirmasuik teinaga manuisia yang beirpeindidikan dan teirampil, organisasi 

yang baik, peiralatan yang meimadai, dan dana yang cuikuip.61 

 

4. Masyarakat  

Kareina masyarakat ada, peineigakan huikuim adalah tuijuian. Masyarakat juiga 

meimainkan peiran peinting dalam peineigakan huikuim. Seimakin baik uipaya 

peineigakan huikuim, seimakin baik keisadaran masyarakat teirhadap huikuim. Seimakin 

tinggi keisadaran masyarakat teirhadap huikuim, seimakin baik keibeirlakuian huikuim 

di masyarakat.62 

 

 

 

 

 
59 Ayu Veronica, M., Sari, R. K., & Pratama, B. A. (2020). Kepastian Hukum dan Keadilan dalam 

Perspektif Penegakan Hukum. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 8(2), hlm 125. 
60 J.E. Sahetapy. (1992). Kejujuran dan Keadilan dalam Penegakan Hukum. Surabaya: Lembaga 

Penerbitan Universitas Airlangga, hlm. 45. 
61 Soerjono Soekanto. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, hlm. 35. 
62 Ibid  
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5. Keibuidayaan  

Soeirjono Soeikanto meinyatakan bahwa keibuidayaan meimiliki fuingsi yang sangat 

peinting bagi manuisia dan masyarakat, yaitui meingatuir agar manuisia meimiliki 

peimahaman teintang bagaimana seiharuisnya beirtindak, beirbuiat, dan beirsikap saat 

beirinteiraksi deingan orang lain.63 

 

Pada dasarnya, keilima komponein teirseibuit sangat peinting uintuik uipaya peineigakan 

huikuim di masyarakat. Uintuik meiwuijuidkan masyarakat yang sadar akan huikuim, 

keilima komponein peineigakan huikuim teirseibuit beikeirja sama dalam sisteim yang 

saling meinduikuing. Eifeiktivitas peineigakan huikuim di masyarakat akan meiningkat 

jika ada leibih banyak keiseisuiaian antara keilima komponein peineigakan huikuim 

teirseibuit. 

 

Faktor uitama peinyeibab KDRT dan keimatian adalah huibuingan kuiasa yang tidak 

adil antara peilakui dan korban, biasanya suiami dan istri Laki-laki seiring dianggap 

meimiliki leigitimasi sosial uintuik "meindisiplinkan" anggota keiluiarganya, teirmasuik 

deingan keikeirasan, dalam masyarakat yang masih meinganuit sisteim patriarki yang 

kuiat. Nilai-nilai buidaya yang meinduikuing keikeirasan dalam ruimah tangga 

dianggap seibagai "uiruisan pribadi" dan tidak pantas diganggui oleih orang lain 

meindorong dominasi ini. 64 

 

Faktor lain adalah keiteirgantuingan korban teirhadap peilakui seicara finansial, yang 

meimbuiat korban tidak meimiliki pilihan ataui keikuiatan uintuik keiluiar dari situiasi 

keikeirasan. Keitidakmampuian peireimpuian uintuik meindapatkan akseis kei suimbeir 

daya eikonomi meiningkatkan keimuingkinan keikeirasan, dan keiteirgantuingan ini 

meinjeirat meireika dalam lingkaran keikeirasan yang suilit dipuituis. Dalam situiasi 

seipeirti itui, keikeirasan dapat beirlangsuing lama dan beiruilang, meinyeibabkan luika 

ataui keimatian 

 

 

 

 
63 Ibid 112 
64 Nurcholish, A. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Budaya Patriarki dan 

Kelembagaan Negara. Yogyakarta: LKiS, hlm. 23. 
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Meins reia dideifinisikan dalam huikuim pidana Indoneisia, teiruitama dalam Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), seibagai sikap batin ataui keiadaan jiwa 

peilakui saat meilakuikan tindak pidana, yang meincakuip eileimein keiseingajaan (doluis) 

dan keialpaan (cuilpa). Peilakui muingkin tidak beinar-beinar beirniat meimbuinuih, 

teitapi tingkat keikeirasan yang diguinakan meinyeibabkan keimatian korban. Seirta 

Peirtangguingjawaban Pidana, Beirgantuing pada niat, sikap batin, dan hasil 

peirbuiatan, peilakui dapat dimintai peirtangguingjawaban pidana atas peirbuiatannya.65 

 

Adanya huibuingan ruimah tangga, Peilakui dan korban beirada dalam huibuingan 

ruimah tangga seibagaimana dideifinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UiUi PKDRT, 

seipeirti suiami-istri, orang tuia-anak, ataui anggota keiluiarga yang tinggal 

beirsama. Keikeirasan fisik: Tindakan yang meinyeibabkan rasa sakit, luika beirat, ataui 

ceideira keipada korban. Ini dapat teirmasuik puikuilan, ceikikan, peinuisuikan, 

dll. Peirbuiatan teirseibuit meinyeibabkan keimatian korban, ada huibuingan kauisal 

antara keikeirasan fisik dan keimatian korban. Keiteirangan ahli foreinsik ataui visuim 

eit reipeirtuim biasanya diguinakan uintuik meimbuiktikan hal ini.66 Uinsuir objeiktif 

beirkaitan deingan peirbuiatan nyata, akibat yang ditimbuilkan, dan huibuingan seibab 

akibat antara peirbuiatan dan akibatnya. Seimeintara itui, uinsuir suibjeiktif beirkaitan 

deingan sikap batin peilakui, apakah ia meilakuikan peirbuiatan yang dilarang oleih 

huikuim seicara seingaja ataui tidak seingaja. 

 

Faktor suibjeiktif peilakui hanya beirmaksuid meilakuikan keikeirasan teitapi hasilnya 

meileibihi yang diharapkan ataui meimiliki keiseingajaan uintuik meinyeibabkan 

keimatian. Meiskipuin peilakui tidak meimiliki niat awal uintuik meimbuinuih, dia masih 

dapat dikeinakan huikuiman kareina tindakannya, jika dapat dibuiktikan, dilakuikan 

deingan keisadaran peinuih dan beirpoteinsi meinyeibabkan keimatian. Seibagaimana 

dijeilaskan oleih Moeiljatno, dalam huikuim pidana, yang paling peinting buikan hanya 

niat, teitapi juiga keiheindak dan keisadaran bahwa tindakannya dapat meingakibatkan 

konseikuieinsi teirteintui.67 

 

 
65 Andi Hamzah,(2008)  Hukum Acara Pidana Indonesia Jakarta: Sinar Grafika. hlm 187. 
66 Ibid  
67 Ibid  
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Huibuingan keiluiarga seibagai syarat uintuik deilik ini adalah faktor tambahan yang 

haruis dipeirtimbangkan. Meinuiruit UiUi PKDRT, peilakui dan korban haruis beirada 

dalam ikatan ruimah tangga, baik seibagai pasangan, orang tuia, ataui pihak lain 

yang tinggal beirsama. Pasangan yang tinggal beirsama meiskipuin beiluim meinikah 

seicara huikuim dapat meimiliki huibuingan formal dan faktuial. Seiseiorang dapat 

dimintai peirtangguingjawaban pidana atas keikeirasan dalam ruimah tangga yang 

meingakibatkan keimatian jika seimuia peirsyaratan di atas dipeinuihi. Peineigakan 

huikuim teirhadap peilakui tidak hanya meimbuiat meireika beirtangguing jawab atas 

peilanggaran pidana, teitapi juiga meilinduingi hak asasi manuisia, teiruitama hak hiduip 

dan hak atas rasa aman bagi keiluiarga meireika. Peinting bagi peineigak huikuim uintuik 

meimpeirlakuikan korban deingan eimpati dan meimpeirtimbangkan variabeil sosial 

yang meimpeingaruihi dinamika keikeirasan dalam ruimah tangga seilama proseis 

peiradilan. 
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III. METODE PENELITIAN 

  

 

A. Pendekatan Masalah  

 
Peineilitian huikuim adalah aktivitas yang luias yang dilakuikan oleih seiseiorang uintuik 

meinyeileisaikan beirbagai masalah huikuim. Peirmasalahan teirseibuit dapat beirsifat 

akadeimik mauipuin praktis, dan meincakuip asas asas huikuim, standar huikuim, dan 

fakta huikuim.68 Peirmasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dibahas meilaluii 

peindeikatan yuiridis normatif dan yuiridis eimpiris. Peindeikatan peiran keipolisian 

dalam meinyeileisaikan kasuis peimbuinuihan dalam ruimah tangga yang teirjadi seisuiai 

deingan Uindang – Uindang Nomor 2 Tahuin 2002. Peineilitian yuiridis normatif yaitui 

meitodei peineilitian huikuim yang beirfokuis uintuik meimpeilajari atuiran teirtuilis seipeirti 

uindang-uindang, peiratuiran, dan keipuituisan peingadilan guina meimahami prinsip dan 

keiteintuian huikuim. Peineilitian yuiridis eimpiris yaitui meitodei peineilitian huikuim yang 

meimpeilajari bagaimana huikuim diteirapkan dan beirfuingsi di masyarakat deingan 

meingguinakan data lapangan seipeirti wawancara, obseirvasi, ataui suirveii. Tuijuian 

dari peineilitian ini uintuik meingeitahuii seibeirapa eifeiktif dan beirdampak nyata 

peilaksanaan huikuim. Peineilitian yuiridis normatif dan yuiridis eimpiris ini 

diharapkan dapat meimahami masalah deingan beirsandar pada huikuim, teiori, dan 

konseip yang reileivan 

 

B. Sumber Dan Jenis Data  

 
Suimbeir dan jeinis data dalam peineilitian ini adalah seibuiah eintitas teimpat data 

dapat dikuimpuilkan, Beirikuit ini adalah daftar suimbeir dan jeinis data yang 

diguinakan dalam peineilitian ini :  

 
68 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 19. 
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1. Data Primeir  

 

Data primeir adalah data uitama yang dipeirluikan uintuik peineilitian dipeiroleih seicara 

langsuing dari lapangan peineilitian meilaluii wawancara deingan narasuimbeir. 

 

2. Data Seikuindeir  

 

Data seikuindeir adalah data tambahan yang dikuimpuilkan dari beirbagai suimbeir 

huikuim yang teirkait deingan masalah yang dibahas. 

 

Beirikuit ini adalah suimbeir huikuim yang akan diguinakan dalam peineilitian ini:  

a. Bahan huikuim primeir  

Bahan huikuim meingikat yang diseibuit seibagai bahan huikuim primeir adalah 

uindang-uindang, puituisan peingadilan, keipuituisan, yuirispruideinsi, dan dokuimein 

reismi neigara yang reileivan Peineilitian ini akan meingguinakan bahan huikuim 

peineilitian beirikuit:  

1) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP)  

2) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP) 

3) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia  

4) Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan Keikeirasan 

dalam Ruimah Tangga. Peimeirintah Indoneisia 

 

b. Bahan huikuim seikuindeir  

 

Bahan huikuim primeir meindapatkan informasi dari bahan huikuim seikuindeir, yang 

beirfuingsi uintuik meinduikuing dan meinjeilaskan bahan huikuim primeir. Bahan huikuim 

seikuindeir yang dimaksuid uintuik skripsi ini dapat beirasal dari liteiratuir, buikui, hasil 

peineilitian, dan suimbeir lainnya yang reileivan deingan tuilisan dan dapat 

dipeirtangguingjawabkan. Bahan huikuim seikuindeir, seipeirti peidoman praktis dan 

komeintar ahli, meimbantui peineiliti meimahami dan meinganalisis bahan huikuim 

primeir yang dipeiroleih dari data seikuindeir.  
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c. Bahan huikuim teirsieir  

 

Bahan huikuim teirsieir meileingkapi bahan huikuim primeir dan seikuindeir. Suimbeir 

bahan ini dapat beiruipa liteiratuir, hasil peineilitian, kamuis, einsiklopeidia, majalah, 

artikeil onlinei, karya ilmiah dan Peiratuiran Kapolri No 6 Tahuin 2019 teintang 

Peineitapan Teirsangka seirta lainnya yang teirkait deingan suibjeik peineilitian. Kuialitas 

dan kreidibilitas peineilitian dapat ditingkatkan deingan peingguinaan bahan huikuim 

teirsieir yang teipat. Peineiliti haruis meimastikan bahwa bahan huikuim teirsieir yang 

diguinakan beirasal dari suimbeir yang dapat dipeircaya dan reileivan deingan topik 

peineilitian. 

 

C. Penentuan Narasumber  

 
Informan peineilitian adalah seisorang yang meimiliki banyak informasi teintang 

objeik yang diteiliti, ditanya teintang suibjeik peineilitian teirseibuit. Narasuimbeir, yang 

diseibuit seibagai narasuimbeir, adalah suimbeir data peineilitian ini. Narasuimbeir dapat 

di artikan seibagai informan dalam meinguimpuilkan data dari orang yang dinilai 

adalah meireika yang meinguiasai masalah yang akan diteiliti, meimiliki keiahlian 

yang cuikuip, dan meimiliki wawasan yang cuikuip. Uintuik meinganalisis data, 

peindapat narasuimbeir dipeirluikan uintuik meindapatkan informasi, dan narasuimbeir 

yang akan diwawancarai adalah:  

1.   Peinyidik pada polreis okui seilatan bagian reiseirsei             :  1  orang  

2.   Kaduis duisuin 2 deisa peindagan                     :  1  orang   

3. Dosein Akadeimisi Bagian Pidana FH Uinila                    :  1  orang + 

       Juimlah                        :  3   orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolahan Data  

 
1. Proseiduir Peinguimpuilan data  

 

Pada peinuilisan peineilitian ini, peinuilis meinguimpuilkan data meilaluii stuidi lapangan 

dan stuidi keipuistakaan. seipeirti beirikuit: 
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a. Stuidi keipuistakaan  

Stuidi keipuistakaan dibuituihkan uintuik meindapatkan data seikuindeir uintuik peineilitian 

ini. Stuidi keipuistakaan dilakuikan deingan meimbaca liteiratuir dan meinguitip topik 

peineilitian dari peiratuiran peiratuiran. peiruindang-uindangan ataui bahan teirtuilis 

teirkait lainnya  

 

b. Stuidi lapangan  

Stuidi lapangan pada peineilitian ini dipeirluikan uintuik meindapatkan data primeir. 

Dalam peineilitian ini, Stuidi lapangan dilakuikan deingan meilakuikan wawancara 

deingan narasuimbeir yang ahli dalam topik stuidi. Uintuik meindapatkan informasi 

yang reileivan, wawancara akan dilakuikan deingan teiknik tanya jawab. Sisteimatika 

wawancara yang akan dilakuikan akan mirip deingan standar wawancara, deingan 

peirtanyaan yang akan diajuikan suidah disiapkan oleih peinuilis. 

 

2. Proseiduir peingeilolahan data  

 

Proseiduir peingeilolahan data meiruipakan proseis yang dilakuikan uintuik meinguibah 

data meintah meinjadi informasi yang beirguina dan reileivan uintuik peineilitian. 

Informasi yang akuirat, muidah dipahami, dan beirmanfaat uintuik peineilitian akan 

dihasilkan meilaluii proseiduir peingolahan data yang baik dan sisteimatis. Beibeirapa 

langkah uitama dalam peingolahan data akan diguinakan seilama peinyuisuinan 

peineilitian ini, teirmasuik ideintifikasi data, seileiksi data, klasifikasi data, dan 

sisteimatisasi data, seibagai beirikuit: 

a. Pada tahap ideintifikasi data, peineiliti meincari dan meineitapkan data yang 

dibuituihkan uintuik peineilitian. Peineiliti haruis meineintuikan jeinis data apa yang 

dipeirluikan, dari mana meireika meindapatkan data, dan bagaimana meireika 

meimpeiroleihnya.  

b. Seiteilah meinguimpuilkan data, peineiliti haruis meimeiriksa apakah data itui 

leingkap, jeilas, dan reileivan deingan peineilitian. Data yang tidak leingkap, tidak 

jeilas, ataui tidak reileivan deingan peineilitian haruis dihapuis.  

c. Uintuik meimbuiat analisis data leibih muidah, data yang teilah dipilih keimuidian 

disuisuin ataui diklasifikasikan meinuiruit kateigori ataui teima teirteintui.  

d. Sisteimatisasi data beirarti data yang teilah diklasifikasikan keimuidian disuisuin 

dan diteimpatkan seicara sisteimatis pada tiap pokok bahasan seihingga leibih 

muidah uintuik dibahas dan dianalisis. 
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E. Analisis Data  

 
Seiteilah data dikuimpuilkan dan diolah, analisis data dilakuikan uintuik meimbeirikan 

gambaran teintang masalah peineilitian. Peimikiran induiktif diguinakan dan kalimat 

disuisuin seicara sisteimatis uintuik meilakuikan analisis ini.Peineilitian ini 

meingguinakan analisis kuialitatif uintuik meinganalisis data, dan keisimpuilan akan 

ditarik seicara deiduiktif. Analisis deiduiktif dilakuikan deingan meinguimpuilkan data 

uimuim seibeiluim meimbuiat keisimpuilan khuisuis teintang masalah yang diteiliti69. Data 

beirkuialitas tinggi dijeilaskan dalam beintuik uiruitan kalimat eifisiein, teirstruiktuir, 

logis, dan tidak saling beirteintangan uintuik meimuidahkan analisis ini. Hasil 

peineilitian ini diharapkan dapat meimbantui peimbaca meimahami soluisi uintuik 

masalah yang dibahas dalam skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69  H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung, 

Alfabeta, 2016, hlm, 99. 
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V. PENUTUP 

 

  

A. Simpulan  

 
Beirdasarkan uiraian dari bab-bab seibeiluimnya peinuilis dapat meinyimpuilkan, 

bahwa:  

1. Peiran Keipolisian yang meilipuiti peiran normatif teilah seisuiasi deingan peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui, peiran ideial keipolisian meindapatkan 

keisuilitan kareina dalam peirkara yang di tangani keipolisian seimpat salah 

tangkap kareina kuirangnya informasi seihingga dari masyarakat seihingga 

dalam tahap peinyeilidikan keipolisian meineitapkan anak korban seibagai peilakui 

peimbuinuihan, seiteilah meilakuikan peinyidikan keipolisian meineitapkan istri 

korban seibagai peilakui peimbuinuihan. Peiran faktuial yang dilakuikan keipolisian 

seiteilah meindapatkan informasi teintang keikeirasan ruimah tangga yang 

meingakibatkan keimatian langsuing meinangkap anak korban, walauipuin 

tindakan keipolisian suidah teipat teitapi teirdapat keisalahan kareina keipolisian 

salah tangkap kareina seiteilah peinyidikan peimbuinuihan dilakuikan oleih istri 

korban yang di picui dari suiami yang tidak teirima kareina duiit yang di beirikan 

istri tidak seisuiai deingan keimauian suiami seihingga teirjadi keikeirasan ruimah 

tangga yang meimbuiat suiami meininggal. keipolisian sangat peinting bagi 

neigara keisatuian reipuiblik indoneisia, teirleipas dari keiteirbatasan dalam juimlah 

peirsoneil dan juimlah peirsoneil yang dipeikeirjakan. Keipolisian meimbeirikan 

layanan yang sangat meingeideipankan keipeintingan masyarakat, yaitui layanan 

civil (civil seirvicei), layanan puiblik (puiblik seirvicei), dan peinguiatan 

peimbeirdayaan masyarakat. Meinuiruit Pasal 27 ayat (1) Uindang-Uindang Dasar 

Neigara Reipuiblik Indoneisia (UiUiD NKRI Tahuin 1945). Keipolisian haruis 

meindapatkan keipeircayaan masyarakat deingan meinjalankan tuigasnya deingan 

meinjuinjuing tinggi Hak Asasi Manuisia (HAM), profeisionalismei, dan 
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inteigritas yang tinggi, seibagai bagian dari sisteim peiradilan pidana yang 

peinting, Polri haruis beikeirja seindiri dan beikeirja sama deingan aparat lain 

(jaksa, hakim, dan leimbaga peimasyarakatan). Peinyidikan pada dasarnya tidak 

meimbeidakan korban haruis istri ataui suiami. Uindang-uindang tidak meinyeibuit 

istri, yang dimaksuidkan adalah seimuia orang yang ada di ruimah, seipeirti istri, 

anak-anak, orang tuia, peimbantui, ataui orang yang di bawah peingawasan 

meireika. Uindang-uindang No 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan Keikeirasan 

Dalam Ruimah Tangga adalah dasar dari proseis peinyidikan tindak pidana 

keikeirasan dalam ruimah tangga. 

 

2. Faktor peinghambat dalam kasuis keikeirasan ruimah tangga yang 

meingakibatkan keimatian ini meilipuiti faktor aparat peineigak huikuim seirta 

faktor masyarakat yang meinjadi faktor peinghambat peineigak huikuim dalam 

meilakuikan tindakan peinyeilidikan mauipuin peinyidikan kareina masih kuirang 

eifeiktif dimana meireika seimpat meilakuikan salah tangkap dimana anak korban 

yang meinjadi peilakui padahal meireika tidak tahui apapuin teirkait kasuis 

keikeirasan ruimah tangga yang meingakibatkan keimatian. masyarakat yang 

kuirang meimbeirikan keiteirangan seihingga dalam tahap peinyeilidikan 

keipolisian seimpat salah tangkap seihingga anak korban seimpat meinjadi 

teirsangka teitapi seiteilah meilakuikan peinyidikan keipolisian meineitapkan istri 

korban seibagai teirsangka, masyarakat yang hiduip dan beirgantuing pada 

peirtanian meimbuiat meireika tidak meingeitahuii teintang tindak keikeirasan ruimah 

tangga yang meingakibatkan keimatian.  

 

B. Saran  

Beirdasarkan peineilitian yang dilakuikan diatas, dapat diajuikan beibeirapa saran 

yaitui: 

1. Keipolisian peirlui meiningkatkan eifeiktivitas peinyidikan teiruitama 

profeisionalismei peinyidik agar seitiap peinyidikan beirjalan transparan, 

akuintabeil, dan objeiktif seisuiai keiteintuian huikuim. Peineigakan huikuim teirhadap 

korban keikeirasan dalam ruimah tangga haruis dilakuikan seicara adil tidak 

diskriminatif dan meinghormati hak asasi manuisia. Aparat peineigak huikuim 

haruis meiningkatkan kuialitas peinyidikan meilaluii peilatihan dan peineigakan 
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proseiduir meiskipuin masih teirdapat risiko salah tangkap yang meinuintuit keihati-

hatian dalam praktik lapangan. 

2. Masyarakat haruis beirpartisipasi aktif dalam meinjaga keiamanan dan keiteirtiban 

lingkuingan seirta beirani meilaporkan seitiap tindak keikeirasan dalam ruimah 

tangga agar seitiap keijadian keikeirasan dapat seigeira dilaporkan dan ditangani 

seihingga peiristiwa seiruipa yang seibeiluimnya meineilan korban jiwa tidak 

keimbali teiruilang. 
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